
KOMIS I PEMIL IHAN UMUM 
KABUPATEN PURWOREJO 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO 

NOMOR : 66/PL.02-Kpt/3306/Kab/IX/2020 

T E N T A N G 

PERUBAHAN K E D U A ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN P U R W O R E J O NOMOR 52/PL.02-Kpt/3306/Kab/VIII/2020 

TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

PURWOREJO LANJUTAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA 

NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 {COVID-19) 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO, 

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan yang diatur 

dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu 

melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap 

ketentuan Kampanye dalam kondisi bencana nonalam 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Purworejo Nomor 52/PL.02-Kpt/3306/Kab/VIII/2020 

tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupat i dan Wakil 

Bupat i Purworejo Lanjutan Tahun 2020 dalam 

Kondisi Bencana Nonalam Corona Vims Disease 

2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Purworejo Nomor 57/PL.02-Kpt/3306/Kab/IX/2020 

dengan menerbitkan Keputusan baru; 



b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Purworejo tentang Pe rubahan Kedua 

Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Purworejo Nomor 52/PL.02-Kpt/3306/Kab/VIII/2020 

tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupat i dan Waki l 

Bupat i Purworejo Lanjutan T a h u n 2020 dalam 

Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 

2019 {COVID-19)); 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6547); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 



Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam 

Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1068); 

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang 

Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan 

Tahun 2020; 

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/KPU-

Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, 

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 



Kabupaten Purworejo Nomor 17/PP.01.2-

Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga 

atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Purworejo Nomor 1046/PP. 01.2-Kpt/3306/KPU-

Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, 

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020; 

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Purworejo Nomor 19/PL.02-Kpt/ 

3306/Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo 

Lanjutan Tahun 2020; 

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Purworejo Nomor 84/PL. 02-

BA/3306/Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 

tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 

52/PL.02-Kpt/3306/Kab/VIII/2020 tentang 

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Purworejo Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana 

Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

MEMUTUSKAN : 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

PURWOREJO T E N T A N G P E R U B A H A N K E D U A ATAS 

K E P U T U S A N K O M I S I P E M I L I H A N UMUM 

K A B U P A T E N P U R W O R E J O NOMOR 52/PL .02-

Kpt/3306/Kab/VI I I /2020 T E N T A N G PELAKSANAAN 

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPAT I PURWOREJO 

LANJUTAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA 

NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 {COVID-19). 

Menetapkan Perubahan K e d u a Atas Keputusan 

Komis i Pemi l ihan U m u m Kabupaten Purworejo 

Nomor 52/PL .02 -Kp t/3306/Kab/VI I I /2020 tentang 

Pelaksanaan Pemilihan Bupat i dan Waki l Bupat i 

Purworejo Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi 

Menetapkan 

KESATU 



Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 

(COWD-J9) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan ini. 

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Purworejo 

pada tanggal 24 September 2020 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN PURWOREJO, 

ttd 

DULROKHIM 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 



LAMPIRAN 
K E P U T U S A N KOMIS I PEMIL IHAN UMUM 
K A B U P A T E N P U R W O R E J O 
NOMOR : 66/PL .02 -Kp t/3306/Kab/ IX/2020 
TENTANG 
P E R U B A H A N K E D U A A T A S K E P U T U S A N K O M I S I 
P E M I L I H A N U M U M K A B U P A T E N P U R W O R E J O 
NOMOR 52/PL .02-Kpt/3306/Kab/VI I I/2020 
TENTANG P E L A K S A N A A N P E M I L I H A N B U P A T I DAN 
W A K I L B U P A T I P U R W O R E J O L A N J U T A N T A H U N 
2 0 2 0 D A L A M K O N D I S I B E N C A N A NONALAM 
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19 ) 

P E R U B A H A N K E D U A A T A S K E P U T U S A N K O M I S I P E M I L I H A N U M U M 

K A B U P A T E N P U R W O R E J O NOMOR 52/PL .02 -Kpt/3306/Kab/VI I I /2020 

TENTANG P E L A K S A N A A N P E M I L I H A N B U P A T I D A N W A K I L B U P A T I 

P U R W O R E J O L A N J U T A N T A H U N 2 0 2 0 D A L A M K O N D I S I 

B E N C A N A NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19 ) 

B A B I 

PENDAHULUAN 

LATAR B E L A K A N G 

B a h w a Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 

T a h u n 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) , yang menetapkan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) sebagai j en i s penyakit yang men imbulkan kedaruratan 

kesehatan masyaraka t dan wajib d i l akukan upaya penanggulangan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, t e rmasuk upaya u n t u k 

penyelenggaraan pemil ihan Gubernur dan Wak i l Gubernur , Bupa t i dan 

Wak i l Bupat i , dan/a tau Wal i Kota dan Wak i l Wal i Kota T a h u n 2020. 

Penyelenggaraan pemil ihan Gubernur dan Wak i l Gubernur , Bupa t i dan 

Waki l Bupat i , dan/atau Wal i Kota dan Wak i l Wal i Kota T a h u n 2020 

d i l akukan penundaan dengan adanya pandemi COVID 19. Dengan 

diterbitkannya Pera turan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republ ik 

Indonesia Nomor 2 t ahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 t ahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang Nomor 1 t ahun 2014 tentang Pemil ihan 
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Gubernur , Bupa t i , dan Wal ikota menjadi Undang-Undang, d imana Pasa l 

201A ayat (2) berbunyi Pemungutan s u a r a serentak yang d i tunda 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l aksanakan pada bu lan Desember 

2020. M a k a per lu adanya pedoman teknis yang mengatur penyelenggaraan 

Pemil ihan B u p a t i dan Wak i l Bupa t i Purworejo T a h u n 2020, dengan 

menggunakan standar protokol u n t u k pencegahan dan penanggulangan 

penyebaran COV ID 19. 

B . MAKSUD DAN T U J U A N 

Pedoman t ekn i s P e l a k s a n a a n Pem i l i han B u p a t i D a n W a k i l B u p a t i 

Purworejo L a n j u t a n t a h u n 2 0 2 0 da l am kond i s i b e n c a n a n o n a l a m corona 

virus disease 2 0 1 9 (covid-19) d i s u s u n u n t u k menye l enggarakan set iap 

t a h a p a n Pem i l i han B u p a t i dan W a k i l B u p a t i Purwore jo T a h u n 2 0 2 0 

dengan m e n g g u n a k a n s tandar protokol u n t u k pencegahan dan 

penanggulangan penyebaran COVID 19. 

C . RUANG L I N G K U P 

Ruang l ingkup Keputusan in i terdiri dar i : 

1. Pemi l ihan Serentak Lan ju tan dalam Kondis i B e n c a n a Nonalam Corona 

V i rus Disease 2019 (COVID-19); 

2. Pembentukan Pani t ia Pemungutan S u a r a , dan Petugas Pemutakh i ran 

Data Pemil ih; 

3. Pemutakh i ran Da ta dan Penyusunan Daftar Pemil ih; 

4. Pencalonan; 

5. Kampanye; 

6. D a n a Kampanye ; 

7. Pemungutan S u a r a ; 

8. Rekapi tu las i Has i l Pemungutan S u a r a dan Penetapan Has i l Pemil ihan; 

9. Pengamanan Perlengkapan Pemil ihan; 

D. K E T E N T U A N UMUM 

1. Pemi l ihan B u p a t i dan Wak i l Bupa t i Purworejo T a h u n 2020 yang 

se lanjutnya disebut Pilbup Purworejo T a h u n 2020 adalah 

pe laksanaan kedaulatan rakyat di w i layah Kabupaten Purworejo 

u n t u k memi l ih Bupa t i dan Wak i l Bupa t i Purworejo secara langsung 

dan demokratis. 

2 Pemi l ihan Serentak Lan ju tan dalam Kondis i B e n c a n a Nonalam 

Corona V i r u s Disease 2019 (COVID-19) yang se lanjutnya disebut 
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Pemi l ihan Serentak Lan ju tan adalah Pemi l ihan Gubernur dan Wak i l 

Gubernur , B u p a t i dan Wak i l Bupat i , dan/atau Wal i Kota dan Wak i l 

Wal i Kota yang diselenggarakan j i k a pada sebagian wi layah Pemil ihan, 

se luruh w i layah Pemil ihan, sebagian besar daerah, a tau se luruh 

daerah terjadi bencana nonalam Corona V i r u s Disease 2019 (COVID-

19) yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan 

Pemi l ihan serentak t idak dapat d i l aksanakan secara normal . 

3. Komis i Pemi l ihan U m u m yang se lanjutnya disingkat K P U adalah 

lembaga penyelenggara pemil ihan u m u m sebagaimana d imaksud 

dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara 

pemil ihan u m u m yang diberikan tugas dan wewenang dalam 

penyelenggaraan Pemi l ihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 

undang-undang yang mengatur tentang Pemi l ihan. 

4. Komis i Pemi l ihan U m u m Provinsi J a w a Tengah yang se lanjutnya 

disebut K P U Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemi l ihan u m u m 

sebagaimana d imaksud dalam undang-undang yang mengatur 

mengenai penyelenggara pemil ihan u m u m yang diber ikan tugas 

menyelenggarakan Pemil ihan Gubernur dan Wak i l Gubernur 

berdasarkan ketentuan yang diatur da lam undang-undang yang 

mengatur tentang Pemil ihan. 

5. Komis i Pemi l ihan U m u m Kabupaten Purworejo yang se lanjutnya 

disebut K P U Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemil ihan 

u m u m sebagaimana d imaksud dalam undang-undang yang mengatur 

mengenai penyelenggara pemil ihan u m u m yang diber ikan tugas 

menyelenggarakan Pemil ihan Bupa t i dan Wak i l Bupa t i Purworejo 

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang 

mengatur tentang Pemil ihan. 

6. Pani t ia Pemi l ihan Kecamatan yang se lanjutnya disingkat PPK adalah 

pani t ia yang dibentuk oleh K P U Kabupaten u n t u k menyelenggarakan 

Pemi l ihan di t ingkat kecamatan. 

7. Pani t ia Pemungutan S u a r a yang se lanjutnya disingkat PPS adalah 

pani t ia yang dibentuk oleh K P U Kabupaten u n t u k menyelenggarakan 

Pemi l ihan di t ingkat desa/ke lurahan. 

& Kelompok Penyelenggara Pemungutan S u a r a yang se lanjutnya 

disingkat K P P S adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS u n t u k 

menyelenggarakan pemungutan s u a r a di tempat pemungutan suara . 
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9. B a d a n Pengawas Pemil ihan U m u m yang se lanjutnya disebut B a w a s l u 

adalah lembaga penyelenggara pemil ihan u m u m yang bertugas 

mengawasi penyelenggaraan pemil ihan u m u m di se luruh wi layah 

Negara Kesa tuan Republ ik Indonesia sebagaimana d imaksud dalam 

undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemil ihan 

u m u m yang d iber ikan tugas dan wewenang da lam pengawasan 

penyelenggaraan Pemi l ihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 

Undang-Undang Pemil ihan. 

10. B a d a n Pengawas Pemil ihan U m u m Provinsi J a w a Tengah yang 

se lanjutnya disebut B a w a s l u Provinsi ada lah lembaga penyelenggara 

pemil ihan u m u m yang bertugas mengawasi penyelenggaraan 

pemil ihan u m u m di wi layah provinsi sebagaimana d imaksud dalam 

undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemil ihan 

u m u m yang d iber ikan tugas dan wewenang da lam pengawasan 

penyelenggaraan Pemil ihan Gubernur dan Wak i l Gubernur 

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemil ihan. 

11. B a d a n Pengawas Pemilu Kabupaten yang se lanjutnya disebut 

B a w a s l u Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemil ihan u m u m 

yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemil ihan u m u m di 

wi layah kabupaten sebagaimana d imaksud da lam undang-undang 

yang mengatur mengenai penyelenggara pemi l ihan u m u m yang 

diber ikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan 

Pemil ihan B u p a t i dan Wak i l Bupa t i berdasarkan ketentuan yang 

diatur dalam Undang- Undang Pemil ihan. 

12 Pani t ia Pengawas Pemil ihan U m u m Kecamatan yang se lanjutnya 

disebut Panwas lu Kecamatan adalah pani t ia yang dibentuk oleh 

B a w a s l u Kabupaten yang bertugas mengawasi penyelenggaraan 

Pemil ihan di -wilayah kecamatan. 

13. Pani t ia Pengawas Pemi l ihan U m u m Ke lu rahan/ Desa yang se lanjutnya 

disebut Panwas lu Ke lurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk oleh 

Panwas lu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan 

Pemil ihan di desa/ke lurahan. 

14. Pengawas Tempat Pemungutan S u a r a yang se lanjutnya disebut 

Pengawas T P S ada lah petugas yang dibentuk oleh Panwas lu 

Kecamatan u n t u k membantu Panwas lu Ke lurahan/Desa . 
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15. B a k a l Pasangan Calon Gubernur , Wak i l Gubernur , Bupat i , Waki l 

Bupat i , Wal i Kota a tau Wak i l Wal i Kota yang se lanjutnya disebut 

B a k a l Pasangan Calon adalah warga negara Republ ik Indonesia yang 

d iusu lkan oleh Parta i Politik a tau Gabungan Parta i Politik a tau 

perseorangan yang didaftarkan a tau mendaftar kepada K P U Provinsi 

a tau K P U Kabupaten/Kota u n t u k mengikuti Pemi l ihan. 

16. Pasangan Calon Bupa t i dan Waki l Bupa t i yang se lanjutnya disebut 

Pasangan Calon adalah B a k a l Pasangan Calon yang telah memenuhi 

syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemi l ihan. 

17. Parta i Polit ik Peserta Pemil ihan U m u m yang se lanjutnya disebut 

Parta i Politik ada lah parta i politik yang telah memenuhi persyaratan 

sebagai peserta Pemil i lhan U m u m anggota Dewan Perwaki lan Rakyat , 

anggota Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah Provinsi , dan anggota 

Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah Kabupaten. 

18. Gabungan Parta i Politik adalah gabungan d u a a tau lebih Partai Politik 

nasional , a tau Gabungan Partai Politik lokal a tau Gabungan Partai 

Politik nas iona l dan Partai Politik lokal peserta Pemi l ihan U m u m 

Anggota Dewan Perwaki lan Rakyat , Dewan Perwaki lan Daerah dan 

Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama 

bersepakat menca lonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupa t i dan Wak i l 

Bupat i . 

19. Pemil ih ada lah penduduk yang berus ia pal ing rendah 17 ( tujuh belas) 

t a h u n a tau sudah/pernah kaw in yang terdaftar dalam Pemil ihan. 

20. Petugas Pemutakh i ran Data Pemil ih yang se lanjutnya disingkat PPDP 

adalah petugas yang diangkat oleh PPS u n t u k membantu PPS dalam 

me l akukan pemutakh i ran data Pemil ih. 

21. Daftar Pemil ih Sementara yang se lanjutnya dis ingkat D P S adalah 

daftar Pemil ih h a s i l pemutakhi ran Daftar Pemil ih Tetap pemil ihan 

u m u m a tau Pemi l ihan terakhir dengan mempert imbangkan Daftar 

Penduduk Potensial Pemil ih Pemil ihan. 

22 Daftar Pemil ih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS yang 

telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh K P U Kabupaten. 

23. Pemutakh i ran Da ta Pemil ih adalah kegiatan u n t u k memperbaharui 

data Pemil ih berdasarkan Daftar Pemil ih Tetap dar i pemi l ihan u m u m 

a tau Pemi l ihan terakhir dan yang d imutakh i rkan oleh K P U Kabupaten 



- 6 -

d ibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempert imbangkan daftar 

penduduk potensial Pemil ih Pemil ihan dan d i l akukan pencocokan 

dan penelit ian. 

24. Pencocokan dan Penelit ian yang se lanjutnya disebut Cokl i t adalah 

kegiatan yang d i l akukan oleh PPDP dalam Pemutakh i ran Da ta Pemil ih 

dengan menemui Pemil ih secara langsung dan berdasarkan perbaikan 

dar i r u k u n tetangga/rukun warga a tau n a m a la in , dan tambahan 

Pemil ih. 

25. Kampanye Pemi l ihan yang se lanjutnya disebut Kampanye adalah 

kegiatan u n t u k meyak inkan Pemil ih dengan menawarkan v is i , mis i , 

dan program calon Gubernur dan calon Wak i l Gubernur , calon Bupat i 

dan calon Wak i l Bupat i , serta calon Wal ikota dan calon Waki l 

Walikota. 

26. T i m Kampanye ada lah t im yang dibentuk oleh Pasangan Calon 

bersama-sama dengan Parta i Politik a tau Gabungan Parta i Politik 

yang mengusu lkan Pasangan Calon a tau oleh Pasangan Calon 

Perseorangan yang didaftarkan ke K P U Kabupaten. 

27. Penghubung Pasangan Calon adalah t im yang di tugaskan oleh 

Pasangan Calon u n t u k menjadi penghubung a tau membangun 

komun ikas i an ta ra Pasangan Calon dan/atau T i m Kampanye dengan 

K P U Kabupaten. 

2& Alat Peraga Kampanye adalah semua benda a tau bentuk la in yang 

memuat v is i , m is i , dan program Pasangan Calon, simbol, a tau tanda 

gambar Pasangan Calon yang dipasang u n t u k keper luan Kampanye 

yang ber tu juan u n t u k mengajak orang memi l ih Pasangan Calon 

tertentu, yang difasi l i tasi oleh K P U Kabupaten yang didanai Anggaran 

Pendapatan dan Be lan ja Daerah dan dibiayai sendir i oleh Pasangan 

Calon. 

29. B a h a n Kampanye adalah semua benda a tau bentuk la in yang memuat 

v is i , m is i , program Pasangan Calon, simbol, a t au tanda gambar yang 

disebar u n t u k keper luan Kampanye yang bertujuan u n t u k mengajak 

orang memi l ih Pasangan Calon tertentu, yang difasi l itasi oleh K P U 

Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Daerah 

dan dibiayai sendir i oleh Pasangan Calon. 

30. I k l a n Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye mela lui media 

cetak dan elektronik berbentuk tu l i san , gambar, an imas i , promosi. 
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suara , peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk l a innya yang 

d imaksudkan u n t u k memperkenalkan Pasangan Calon a tau 

meyak inkan Pemil ih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, 

yang difasi l i tasi oleh K P U Kabupaten yang didanai Anggaran 

Pendapatan dan Be lan ja Daerah. 

31. Lembaga Penjdaran Publ ik adalah lembaga peny iaran yang berbentuk 

badan h u k u m yang d id i r ikan oleh negara, hersifat independen, netral , 

t idak komers ia l dan berfungsi member ikan layanan u n t u k 

kepentingan masyarakat . 

32 Lembaga Peny iaran Swas ta adalah lembaga peny iaran yang berbentuk 

badan h u k u m Indonesia, yang bidang u s a h a n y a k h u s u s 

menyelenggarakan s ia ran radio a tau s ia ran televisi. 

33. Media Da lam J a r i n g a n yang se lanjutnya disebut Media Dar ing adalah 

segala bentuk platform media dalam jar ingan internet a tau online yang 

memi l ik i tautan , konten ak tua l secara mult imedia, a t au fasil itasi 

pertemuan v i r tua l dengan menggunakan teknologi informasi. 

34. Media Sos ia l ada lah platform berbasis internet yang hersifat d u a arah 

yang t e rbuka bagi s iapa saja, yang memungk inkan pa ra penggunanya 

ber interaksi , berpart is ipasi , berd iskusi , berkolaborasi, berbagi, serta 

menc iptakan konten berbasis komunitas . 

35. D a n a Kampanye ada lah sejumlah biaya berupa uang, barang dan j a s a 

yang d igunakan Pasangan Calon dan/atau Parta i Politik a tau 

Gabungan Parta i Politik yang mengusulkan Pasangan Calon u n t u k 

membiayai kegiatan Kampanye Pemil ihan. 

36. Laporan Awa l D a n a Kampanye yang se lan jutnya disingkat L A D K 

adalah pembukuan yang memuat informasi rekening k h u s u s D a n a 

Kampanye, sumher perolehan saldo awal a t au saldo pembukaan, 

r inc ian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh 

sebelum pembukaan rekening k h u s u s D a n a Kampanye, dan 

pener imaan sumbangan yang bersumber dar i Pasangan Calon 

dan/atau Parta i Politik a tau Gabungan Parta i Polit ik dan p ihak la in . 

37. Laporan Pener imaan Sumbangan D a n a Kampanye yang se lanjutnya 

disingkat L P S D K adalah pembukuan yang memuat se luruh 

pener imaan yang diterima Pasangan Calon setelah L A D K disampaikan 

kepada K P U Kabupaten. 
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38 Laporan Pener imaan dan Pengeluaran D a n a Kampanye yang 

se lanjutnya disingkat L P P D K adalah pembukuan yang memuat 

se luruh pener imaan dan pengeluaran D a n a Kampanye. 

39. Kantor A k u n t a n Publ ik yang se lanjutnya disingkat KAP adalah badan 

u s a h a yang d id i r ikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan mendapatkan iz in u s a h a berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai A k u n t a n Publ ik. 

40. Pemungutan S u a r a ada lah proses pemberian s u a r a oleh Pemil ih di 

tempat pemungutan s u a r a dengan c a r a mencoblos pada nomor u ru t , 

nama , a t au foto Pasangan Calon. 

41. Penghitungan S u a r a adalah proses penghitungan Sura t S u a r a oleh 

K P P S u n t u k menentukan s u a r a sah yang diperoleh Pasangan Calon, 

Sura t S u a r a yang d inyatakan tidak sah , Su ra t S u a r a yang t idak 

d igunakan dan Sura t S u a r a rusak/ke l i ru dicoblos. 

42 Rekapi tu las i Has i l Penghitungan S u a r a ada lah proses pencatatan 

has i l penghitungan perolehan s u a r a oleh PPK, K P U Kabupaten. 

43. Sura t S u a r a ada lah sa lah sa tu j en i s perlengkapan Pemungutan S u a r a 

yang berbentuk lembaran kertas dengan desain k h u s u s yang 

d igunakan oleh Pemil ih u n t u k member ikan s u a r a pada Pemil ihan 

yang memuat foto, nama , dan nomor Pasangan Calon. 

44. Tempat Pemungutan S u a r a yang se lanjutnya disingkat T P S adalah 

tempat d i l aksanakannya Pemungutan S u a r a dan Penghitungan S u a r a 

u n t u k Pemi l ihan. 

45. S a k s i Pasangan Calon yang se lanjutnya disebut S a k s i adalah 

seseorang yang mendapat surat mandat tertul is dar i Pasangan 

Calon/Tim Kampanye u n t u k menyaks ikan pe laksanaan Pemungutan 

dan Penghitungan S u a r a di T P S . 

46. K a r t u T a n d a Penduduk Elektron ik yang se lan jutnya disebut KTP-e l 

ada lah identitas resmi penduduk sebagai buk t i dir i yang diterbitkan 

oleh Ins tans i Pe laksana yang ber laku di s e lu ruh wi layah Negara 

Kesa tuan Republ ik Indonesia sebagaimana d imaksud dalam Undang-

Undang tentang Adminis t ras i Kependudukan. 

47. Sura t Keterangan adalah surat keterangan telah d i l akukan 

perekaman KTP-e l yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang 



- 9 -

menyelenggarakan u r u s a n di bidang kependudukan dan catatan sipi l . 

48 Rawat Inap adalah pelayanan kepada pas ien u n t u k observasi, 

perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/a tau pe layanan kesehatan 

l a innya dengan menempati tempat t idur di tempat pelayanan 

kesehatan. 

49. Iso lasi Mandir i adalah pemisahan orang yang t idak saki t a tau 

terinfeksi dar i orang l a in sehingga mencegah penyebaran infeksi a tau 

kontaminas i yang d i l akukan di r u m a h a tau di tempat la in yang 

d isediakan sebagai tempat karant ina . 

50. Har i ada lah ha r i kalender. 

E . PRINSIP P E N Y E L E N G G A R A 

1. Penyelenggaraan Pemil ihan Serentak Lan ju tan berpedoman 

pada pr ins ip: 

a. mandir i ; 

b. j u ju r ; 

0. adi l ; 

d. kepast ian h u k u m ; 

e. tertib; 

f. kepentingan u m u m ; 

g. ke terbukaan; 

h. proporsionalitas; 

1. profesionalitas; 

j . akuntabi l i tas ; 

k. efisiensi; 

1. efektivitas; dan 

m. aksesibi l i tas . 

2. Pemil ihan Serentak Lan ju tan selain diselenggarakan dengan prinsip 

sebagaimana d imaksud pada angka 1, j u g a diselenggarakan dengan 

mengutamakan prinsip kesehatan dan kese lamatan, berpedoman 

pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19). 
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BAB I I 

PELAKSANAAN PEMIL IHAN S E R E N T A K LANJUTAN 

DALAM KONDIS I BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 

(COVID-19) 

A. PELAKSANAAN PEMIL IHAN S E R E N T A K LANJUTAN 

1. Pemi l ihan serentak lan jutan d idahului dengan penetapan penundaan 

pemil ihan oleh K P U setelah mendapat persetujuan bersama antara 

K P U , Dewan Perwaki lan Rakyat dan Pemerintah. 

2. Sela in mendapatkan persetujuan bersama, penetapan penundaan 

pemil ihan sebagaimana d imaksud pada angka 1 d idasarkan pada 

keputusan dar i ins tans i yang berwenang tentang Penetapan Status 

B e n c a n a Nonalam s u a t u wi layah. 

3. Penetapan penundaan Pemil ihan d i l akukan dengan mekanisme 

a. K P U menetapkan penundaan Pemil ihan dengan Keputusan Nomor 

179/PL .02-Kpt/01/KPU/l l l /2020 tentang Penundaan Tahapan 

Pemi l ihan Gubernur dan Wak i l Gubernur , Bupa t i dan Waki l 

Bupa t i , dan/atau Wal i Kota dan Wak i l Wal i Kota T a h u n 2020 

dalam Upaya pencegahan Penyebaran Covid-19; 

b. K P U Kabupaten menindaklanjut i dengan menetapkan Keputusan 

Komis i Pemi l ihan U m u m Kabupaten Purworejo Nomor 13/PL.02-

Kpt/3306/Kab/ l I l /2020 tentang Penundaan Tahapan Pemi l ihan 

Bupa t i dan Wak i l Bupa t i Purworejo T a h u n 2020 dalam Upaya 

Pencegahan Penyebaran Covid-19. K P U Kabupaten 

mengumumkan Keputusan di l aman website K P U Kabupaten. 

c. K P U Kabupaten melaporkan penundaan Pemi l ihan kepada K P U R l 

mela lui K P U Provinsi . 

4. Pemil ihan Serentak Lan ju tan d i l aksanakan dengan melanjutkan 

tahapan yang di tunda. 

5. Penetapan pe laksanaan pemil ihan serentak lan jutan d i l akukan 

setelah mendapat persetujuan bersama an ta ra K P U , Dewan 

Perwaki lan Rakya t dan Pemerintah. 

6. Pemil ihan Serentak Lan ju tan sebagaimana d imaksud pada angka 4 

d i l akukan dengan mekanisme: 
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a. K P U menetapkan Pemil ihan Serentak Lan ju tan dengan 

Keputusan K P U Nomor 258/PL .02 -Kpt/01/KPU/VI/2020 

tentang Penetapan Pe laksanaan Pemi l ihan Gubernur dan Wak i l 

Gubernur , Bupa t i dan Waki l Bupa t i , dan/a tau Wal i Kota dan 

Wak i l Wal i Kota Serentak Lan ju tan T a h u n 2020 , dan mencabut 

Keputusan K P U tentang penetapan penundaan Pemil ihan; 

b. K P U Kabupaten menindaklanjut i Keputusan K P U dengan 

menetapkan Keputusan Komis i Pemi l ihan U m u m Kabupaten 

Purworejo Nomor 19/PL.02-Kpt/3306/Kab/Vl/2020 tentang 

Penetapan Pe laksanaan Pemil ihan B u p a t i dan Wak i l Bupa t i 

Purworejo Lan ju tan T a h u n 2020; 

c. K P U Kabupaten mengumumkan pe laksanaan Pemi l ihan Bupat i 

dan Wak i l Bupa t i lan jutan T a h u n 2020 ; 

d. K P U Kabupaten melaporkan penetapan Pemi l ihan lanjutan 

kepada K P U mela lui K P U Provinsi . 

B . PROTOKOL K E S E H A T A N P E N C E G A H A N DAN P E N G E N D A L I A N COVID 19 

1. Pemil ihan Serentak Lan ju tan d i l aksanakan dengan protokol kesehatan 

pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

dengan memperhat ikan kesehatan dan kese lamatan penyelenggara 

Pemil ihan, peserta Pemil ihan, Pemil ih, dan se lu ruh p ihak yang terlibat 

dalam penyelenggaraan Pemil ihan. 

2. Aspek kesehatan dan kese lamatan sebagaimana d imaksud pada angka 1 

d i l akukan terhadap se luruh tahapan dengan pal ing ku rang memenuhi 

prosedur sebagai ber ikut: 

a. penerapan pr ins ip keselamatan dan kesehatan ker ja; 

b. secara berka la d i l akukan rapid test a tau Real T ime Polymerase Cha in 

Reaction (RT-PCR) terhadap anggota dan sekretariat K P U Kabupaten, 

PPK, dan PPS dan/atau yang memi l ik i gejala a tau r iwayat kontak 

dengan orang terkonfirmasi Corona V i r u s Disease 2019 (COVID-19); 

c. penggunaan alat pel indung dir i berupa masker yang menutupi hidung 

dan mu lu t hingga dagu bagi anggota dan sekretariat K P U Kabupaten, 

PPK, dan PPS yang sedang bertugas; 

d. penggunaan alat pel indung dir i berupa masker yang menutupi h idung 

dan mu lu t hingga dagu, sarung tangan sekal i paka i , dan pel indung 

wajah (face shield/ bagi: 
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a. K P U menetapkan Pemil ihan Serentak Lan ju tan dengan 

Keputusan K P U Nomor 258/PL .02 -Kpt/01/KPU/V l/2020 

tentang Penetapan Pe laksanaan Pemi l ihan Gubernur dan Wak i l 

Gubernur , Bupa t i dan Wak i l Bupat i , dan/atau Wal i Kota dan 

Wak i l Wal i Kota Serentak Lan ju tan T a h u n 2020 , dan mencabut 

Kepu tusan K P U tentang penetapan penundaan Pemi l ihan; 

b. K P U Kabupaten menindaklanjut i Keputusan K P U dengan 

menetapkan Keputusan Komis i Pemi l ihan U m u m Kabupaten 

Purworejo Nomor 19/PL .02-Kpt/3306/Kab/Vl/2020 tentang 

Penetapan Pe laksanaan Pemil ihan Bupa t i dan Wak i l Bupat i 

Purworejo Lan ju tan T a h u n 2020; 

c. K P U Kabupaten mengumumkan pe laksanaan Pemil ihan Bupat i 

dan Wak i l Bupa t i lanjutan T a h u n 2020 ; 

d. K P U Kabupaten melaporkan penetapan Pemi l ihan lan jutan 

kepada K P U mela lui K P U Provinsi . 

B . PROTOKOL K E S E H A T A N P E N C E G A H A N DAN P E N G E N D A L I A N COVID 19 

1. Pemil ihan Serentak Lan ju tan d i l aksanakan dengan protokol kesehatan 

pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

dengan memperhat ikan kesehatan dan kese lamatan penyelenggara 

Pemil ihan, peserta Pemi l ihan, Pemil ih, dan s e lu ruh p ihak yang terlibat 

dalam penyelenggaraan Pemil ihan. 

2. Aspek kesehatan dan kese lamatan sebagaimana d imaksud pada angka 1 

d i l akukan terhadap se luruh tahapan dengan pal ing k u r a n g memenuhi 

prosedur sebagai ber ikut: 

a. penerapan pr ins ip keselamatan dan kesehatan kerj a; 

b. secara berka la d i l akukan rapid test a tau Rea l T ime Polymerase Cha in 

Reaction (RT-PCR) terhadap anggota dan sekretariat K P U Kabupaten, 

PPK, dan PPS dan/atau yang memil ik i gejala a t au r iwayat kontak 

dengan orang terkonfirmasi Corona V i rus Disease 2019 (COVID-19); 

c. penggunaan alat pel indung dir i berupa masker yang menutupi hidung 

dan mu lu t hingga dagu bagi anggota dan sekretariat K P U Kabupaten, 

PPK, dan PPS yang sedang bertugas; 

d. penggunaan alat pel indung dir i berupa masker yang menutupi h idung 

dan mu lu t hingga dagu, sarung tangan sekal i paka i , dan pel indung 

wajah (face shield/ bagi: 
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1. PPS yang sedang me laksanakan veri f ikasi faktual dukungan 

B a k a l Pasangan Calon perseorangan; 

2. PPDP yang sedang me laksanakan Coklit ; 

3. K P P S yang sedang me laksanakan Pemungutan dan 

Penghitungan S u a r a di T P S ; 

e. penyediaan s a r a n a sani tas i yang memadai pada tempat dan/atau 

perlengkapan yang d igunakan u n t u k s u a t u kegiatan dalam 

pe laksanaan tahapan penyelenggaraan Pemi l ihan, berupa fasil itas cuc i 

tangan dengan air mengalir dan sabun, dis infektan, dan/atau ca i ran 

antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer); 

f. pengecekan kondis i s u h u tubuh se luruh p ihak yang terlibat sebelum 

sua tu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemil ihan dimulai , 

dengan menggunakan alat yang t idak bersentuhan secara fisik, dengan 

ketentuan s u h u tubuh paling tinggi 37,30 (tiga p u l u h tu juh koma tiga 

derajat) ce lc ius; 

g. pengaturan menjaga j a r a k bagi se luruh p ihak yang terlibat dalam 

setiap tahapan penyelenggaraan Pemi l ihan pal ing ku rang 1 (satu) 

meter; 

h. pengaturan larangan berkerumun u n t u k setiap kegiatan dalam 

masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemi l ihan; 

i . pembatasan j u m l a h peserta dan/atau personel yang d i tugaskan pada 

setiap kegiatan dalam pe laksanaan tahapan penyelenggaraan 

Pemi l ihan yang mengharuskan adanya kehad i ran f isik; 

j . pembers ihan dan disinfeksi secara berka la terhadap ruangan dan 

peralatan yang sering d isentuh; 

k. t idak menggunakan barang a tau peralatan secara bersama; 

1. penapisan (screening) kesehatan orang yang a k a n m a s u k ke dalam 

ruangan kegiatan; 

m. sosia l isasi , edukas i , promosi kesehatan dan penggunaan media 

informasi u n t u k member ikan pemahaman tentang pencegahan dan 

pengendalian penularan Corona V i rus Disease 2019 (COVID-19) ; dan 

n . pel ibatan personel dar i perangkat daerah yang menyelenggarakan 

u r u s a n di bidang kesehatan a tau t im dar i Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Corona V i rus Disease 2019 (COVID-19) di daerah masing-

masing. 

3. Da lam h a l terdapat wi layah yang t idak memi l ik i fasi l i tas u n t u k 

me laksanakan pemer iksaan rapid test atau Real Time Polymerase Chain 

Reaction (RT-PCR) sebagaimana d imaksud pada angka 2 h u r u f b, dapat 
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menggunakan sura t keterangan bebas gejala seperti in f luensa (influenza-

like illness) yang d ike luarkan oleh dokter r u m a h sak i t a tau otoritas 

kesehatan. 

4. Penerapan protokol kesehatan u n t u k Pemi l ihan Serentak Lan jutan, 

dikelompokkan berdasarkan pada tit ik kr i t i s penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 (COWD-19), yang meliputi: 

a. kegiatan bertatap m u k a secara langsung an ta ra penyelenggara 

Pemi l ihan dengan Pemil ih, pendukung Pasangan Calon dan p ihak 

terkait l a innya ; 

b. kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang da lam j u m l a h tertentu 

yang diselenggarakan oleh K P U Kabupaten, PPK, PPS , PPDP a tau 

K P P S ; 

c. kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan/a tau perlengkapan 

secara fisik; dan 

d. kegiatan yang d i l aksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno 

terbuka, rapat koordinasi , bimbingan teknis , sos ia l isasi , dan/atau 

kegiatan la innya . 

5. Da lam Pemi l ihan Serentak Lan jutan dapat memanfaatkan teknologi 

informasi u n t u k menggantikan pertemuan tatap m u k a secara langsung 

bagi se luruh p ihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan 

Pemil ihan. 

KEGIATAN TATAP MUKA LANGSUNG 

1. Kegiatan bertatap m u k a secara langsung d i l akukan dengan protokol 

kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) sebagai ber ikut: 

a. anggota dan sekretariat K P U Kabupaten, PPK, PPS , serta PPDP, dan 

anggota K P P S yang bertugas mengenakan alat pel indung dir i paling 

ku rang berupa masker yang menutup i h idung dan mu lu t hingga 

dagu; 

b. bagi PPS yang sedang me laksanakan veri f ikasi faktual dukungan 

B a k a l Pasangan Calon perseorangan, PPDP yang sedang 

me laksanakan Coklit , dan K P P S yang sedang me laksanakan 

Pemungutan dan Penghitungan S u a r a di T P S menggunakan masker 

yang menutup i h idung dan mulu t hingga dagu, sarung tangan sekal i 

paka i , dan pel indung wajah (face shield); 

c. anggota dan sekretariat sebagaimana d imaksud dalam h u r u f a 



- 14 -

meminta kepada Pemil ih, pendukung Pasangan Calon, Pengurus 

Partai Politik a tau p ihak terkait u n t u k mengenakan alat pel indung 

dir i pal ing k u r a n g berupa masker yang menutup i h idung dan mulut 

hingga dagu; 

d. tatap m u k a secara fisik d i l akukan dengan menjaga j a r a k paling 

ku rang 1 (satu) meter antarp ihak yang terlibat; 

e. t idak me l akukan jabat tangan dan kontak fisik la innya ; 

f. mencuc i tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum me lakukan 

pertemuan tatap m u k a ; 

g. menyediakan ca i ran antiseptik berbasis alkohol 

(handsanitizer) ; 

h . s e lu ruh p ihak membawa alat tul is masing-masing; 

i . me l akukan pengecekan kondis i s u h u tubuh se luruh p ihak yang 

terlibat dengan menggunakan alat yang t idak bersentuhan secara 

fisik, dengan ketentuan s u h u tubuh pal ing tinggi 37,30 (tiga pu luh 

tu juh koma tiga derajat) celcius; dan 

j . setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker , mencuci 

tangan dengan air mengalir dan sabun, dan me l akukan steri l isasi 

a tau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang 

d igunakan. 

D. KEG IATAN MENGUMPULKAN ORANG BANYAK 

1. Kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang da lam j u m l a h tertentu 

d i l akukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai ber ikut: 

a. terdapat pengaturan pembatasan j u m l a h peserta dengan 

mempert imbangkan kapasi tas ruangan yang memperhi tungkan jaga 

j a r a k paling ku rang 1 (satu) meter antarpeserta; 

b. d i l akukan pengecekan kondis i s u h u tubuh se lu ruh p ihak yang 

terlibat sebelum d imula inya a ca ra dengan menggunakan alat yang 

t idak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan s u h u tubuh paling 

tinggi 37,30 (tiga pu luh tu juh koma tiga derajat) ce lc ius; 

c. se luruh peserta yang hadir wajib menggunakan alat pel indung dir i 

pal ing ku rang berupa masker yang menutup i h idung dan mulut 

hingga dagu; 

d. menjaga j a r a k paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta; 

e. t idak me l akukan jaba t tangan dan kontak fisik l a innya antarpeserta 
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kegiatan; 

f. penyediaan sa rana sani tas i yang memadai pada tempat 

d i l aksanakannya kegiatan paling ku rang berupa fasi l i tas cuc i tangan 

dengan air mengalir dan sabun, dan/atau ca i ran antiseptik berbasis 

alkohol (handsanitizer) ; dan 

g. penyediaan sumher daya kesehatan sebagai ant is ipas i keadaan 

darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/a tau personel yang 

memi l ik i kemampuan di bidang kesehatan a tau t im dar i Gugus 

Tugas Percepatan Penanganan Corona V i r u s Disease 2019 (COVID-

19) sesua i dengan t ingkatannya. 

K E G I A T A N PENYAMPAIAN B E R K A S D O K U M E N 

1. Kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dokumen dan/atau 

perlengkapan secara f is ik d i l akukan dengan protokol kesehatan 

pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

sebagai ber ikut: 

a. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara f isik yang 

d isampaikan d ibungkus dengan bahan yang t ahan terhadap zat cair; 

b. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik 

diterima, d i l akukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas 

dokumen yang mas ih terbungkus; 

c. petugas pener ima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara 

f is ik mengenakan alat pel indung dir i berupa masker yang menutupi 

h idung dan mu lu t hingga dagu dan sarung tangan sekal i paka i ; 

d. membatas i j u m l a h orang yang ada di da lam ruangan, dengan 

mempert imbangkan kapas i tas ruangan yang memperhi tungkan j aga 

j a r a k pal ing ku rang 1 (satu) meter antarorang da lam penerimaan 

berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara f isik, meliputi : 

1) petugas pener ima berkas dokumen dan/a tau perlengkapan 

secara f isik; 

2) personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau 

perlengkapan secara f isik; dan 

3) B a w a s l u Provinsi , B a w a s l u Kabupaten/Kota , Panwas lu 

Kecamatan, a tau Panwas lu Ke lu rahan/Desa sesuai dengan 

t ingkatannya; 

e. p ihak yang t idak berkepentingan dengan penyerahan berkas 

dokumen dan/atau perlengkapan secara f is ik di larang hadir 
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dan/atau be rkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen; 

f. penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik 

menggunakan sistem antrean, apabi la s e lu ruh petugas penerima 

sedang mener ima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara 

fisik, m a k a se lu ruh personel yang menyampa ikan berkas dokumen 

dan/atau perlengkapan secara fisik menunggu di luar ruangan a tau 

ruangan yang terpisah, dengan memperhat ikan jaga j a r a k paling 

ku rang 1 (satu) meter; 

g. s e lu ruh p ihak membawa alat tu l is masing-masing; 

h. dalam pener imaan dokumen, menghindari j aba t tangan a tau kontak 

f is ik l a innya an ta ra penerima dan pemberi berkas dokumen 

dan/atau perlengkapan secara fisik; 

i . penyediaan s a r a n a sani tas i yang memadai pada tempat 

d i l aksanakannya kegiatan paling ku rang berupa fasi l i tas cuc i tangan 

dengan air mengalir dan sabun, dan/atau ca i ran antiseptik berbasis 

alkohol [handsanitizer); dan 

j . ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang d igunakan 

d ipast ikan kebers ihannya. 

F . KEG IATAN YANG DILAKSANAKAN D I DALAM RUANGAN 

Kegiatan yang d i l aksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, 

rapat koordinasi , bimbingan teknis, sosial isasi , dan/atau kegiatan l a innya 

d i l akukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai ber ikut: 

1. Membatasi j u m l a h peserta yang hadir di da lam ruangan tempat 

d i l aksanakannya kegiatan yang diselenggarakan oleh, K P U Kabupaten, 

PPK, PPS , dan K P P S , meliputi : 

a. K P U Kabupaten, PPK, PPS, PPDP, dan K P P S sesua i tugas, fungsi, dan 

wi layah ker janya; 

b. B a k a l Pasangan Calon a tau Pasangan Calon; 

c. T i m Kampanye , S a k s i a tau pengurus Parta i Politik a tau Gabungan 

Parta i Politik, sesua i dengan tu juan pe laksanaan kegiatan, paling 

banyak 2 (dua) orang; 

d. 1 (satu) orang Penghubung Pasangan Calon; 

e. B a w a s l u Kabupaten, Panwas lu Kecamatan a tau Panwas lu 

Ke lu rahan/Desa paling banyak 2 (dua) orang; 

f. lembaga a tau ins tans i terkait l a innya pal ing banyak 2 (dua) orang; 
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dan/atau 

g. masyaraka t dan/atau p ihak terkait l a innya pal ing banyak 2 (dua) 

orang, dengan mempert imbangkan kapas i tas ruangan a tau tempat 

pe laksanaan kegiatan yang memperhi tungkan j aga j a r a k paling 

ku rang 1 (satu) meter antarpeserta; 

2. s e luruh peserta d i l akukan pengecekan kondis i s u h u tubuh sebelum 

d imula inya kegiatan dengan menggunakan alat yang t idak bersentuhan 

secara fisik, dengan ketentuan s u h u tubuh pal ing tinggi 37,30 (tiga 

pu luh tu juh koma tiga derajat) celcius; 

3. posisi k u r s i dan meja antarpeserta diatur dengan j a r a k paling kurang 1 

(satu) meter; 

4. setiap peserta dan personel yang bertugas da lam rapat pleno 

mengenakan alat pel indung dir i berupa masker yang menutupi hidung 

dan mu lu t hingga dagu, serta sarung tangan j i k a d iper lukan; 

5. t idak me l akukan jaba t tangan dan kontak f isik l a innya antarpeserta; 

6. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang d igunakan dipast ikan 

kebers ihannya; 

7. apabi la rapat pleno te rbuka mel ibatkan berkas yang diterima, berkas 

dister i l isasi sebelum d igunakan dengan memperhat ikan keamanan 

berkas agar t idak rusak ; 

8. menghindari terjadinya k e r u m u n a n peserta di da lam dan di luar ruang 

kegiatan; 

9. menghimbau peserta u n t u k patuh me laksanakan protokol kesehatan 

pencegahan dan pengendalian Corona V i r u s Disease 2019 (COVID-19) ; 

10. penyediaan sumher daya kesehatan sebagai ant is ipas i keadaan darurat 

berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memil ik i 

kemampuan di bidang kesehatan a tau t im dar i Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Corona V i rus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan 

pendaftaran Pasangan Calon, rapat pleno t e rbuka pengundian nomor 

u r u t Pasangan Calon, pe laksanaan pemungutan dan penghitungan 

s u a r a di T P S , rekapi tu las i has i l penghitungan s u a r a di K P U Kabupaten 

dan PPK, penetapan has i l Pemil ihan dan Pasangan Calon terpil ih; 

11. penyediaan s a r a n a u n t u k melihat dan mengikut i rapat pleno di luar 

ruangan, a t au mela lu i Media Daring. 

12. Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis protokol kesehatan 

pe laksanaan Pemi l ihan dalam Kondis i B e n c a n a Nonalam Corona Virus 

Disease 2019 fCOVID-19/ditetapkan oleh K P U Kabupaten berkoordinasi 

dengan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan u r u s a n 
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pemerintahan di bidang kesehatan, lembaga Pemerintah Daerah yang 

menyelenggarakan u r u s a n pemerintahan di bidang penanggulangan 

bencana, dan/a tau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19). 

G. PERS IAPAN PEMIL IHAN S E R E N T A K LANJUTAN 

1. K P U Kabupaten me laksanakan persiapan Pemi l ihan Serentak Lan jutan 

dengan mekanisme: 

a. penyusunan program dan anggaran d i l akukan dengan mekanisme: 

(1) menyesua ikan kebutuhan u n t u k penerapan protokol kesehatan 

pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 

(COWD-19); 

(2) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten u n t u k 

m e l a k u k a n pembukaan kembal i anggaran apabi la anggaran 

u n t u k penyelenggaraan Pemil ihan telah d ibekukan; 

(3) m e l a k u k a n perubahan r inc ian penggunaan h ibah kegiatan 

da lam Naskah Perjanjian Hibah Daerah apabi la belum tersedia 

anggaran u n t u k penerapan protokol kesehatan; 

(4) j i k a da lam pe laksanaan perubahan Naskah Perjanjian Hibah 

Daerah terdapat penambahan komponen barang/jasa yang 

men imbu lkan pembiayaan, m a k a d i l akukan optimalisasi pagu 

anggaran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah 

disepakat i ; 

(5) j i k a dalam pe laksanaan perubahan Naskah Perjanjian Hibah 

Daerah t idak dapat d i l akukan opt imal isasi pagu anggaran yang 

bersumber dar i anggaran pendapatan dan belanja daerah, K P U 

Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah u n t u k 

membahas ketersediaan pendanaan Pemi l ihan dengan 

berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang 

membidangi u r u s a n dalam negeri, dan has i l koordinasi 

d i sampa ikan kepada menteri yang membidangi u r u s a n 

keuangan; 

(6) rapat koordinasi dalam penyusunan anggaran dan revisi 

Naskah Perjanj ian Hibah Daerah sebagaimana d imaksud pada 

angka (2) dan angka (5) dapat d i l akukan mela lu i Media Dar ing 

a tau pertemuan terbatas dengan menerapkan protokol 

kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona V i r u s Disease 
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2019 (COVID-19) ; dan 

(7) pemenuhan anggaran dan kebutuhan barang/jasa Pemil ihan 

Serentak Lan ju tan ditetapkan oleh Lembaga dan/atau 

pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-

masing; 

b. me laksanakan pelant ikan PPK dan PPS , a t au mengakti fkan kembal i 

PPK dan PPS yang telah di lantik dan d i tunda m a s a ker janya, serta 

membentuk K P P S ; 

c. penyerahan data Pemil ih pemula tambahan; dan 

d. penyu luhan a tau bimbingan teknis kepada PPK yang d i l akukan 

mela lui Media Daring. 

2 K P U Kabupaten me laksanakan tahapan Pemi l ihan Serentak Lan jutan 

yang d i sesua ikan dengan protokol kesehatan pencegahan dan 

pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) meliputi: 

a. pembentukan PPS , K P P S , dan PPDP; 

b. pemutakh i ran data dan penyusunan daftar Pemil ih; 

c. pencalonan; 

d. kampanye; 

e. pelaporan dana Kampanye; 

f. pemungutan dan penghitungan suara ; 

g. rekapi tu las i has i l penghitungan s u a r a dan penetapan has i l 

Pemil ihan; 

h. sos ia l isasi , pendidikan Pemil ih, dan part is ipas i masyarakat ; 

dan 

i . pengamanan perlengkapan Pemil ihan. 
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B A B I I I 

P E M B E N T U K A N PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, K E L O M P O K 

P E N Y E L E N G G A R A PEMUNGUTAN SUARA, DAN P E T U G A S PEMUTAKHIRAN 

DATA P E M I L I H 

Pembentukan PPS, K P P S dan PPDP, pe lant ikan PPS , K P P S , dan PPDP, serta 

bimbingan teknis PPK, PPS , K P P S , dan PPDP dalam Pemi l ihan Serentak Lan jutan 

d i laksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan 

pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) a t au mela lu i Media Daring. 

A. P E M B E N T U K A N PPS 

K P U Kabupaten membentuk PPS dengan mekanisme sebagai berikut: 

1. Calon anggota PPS menyampaikan dokumen persyaratan PPS dalam 

bentuk: 

a. sa l inan n a s k a h elektronik melalui Media Dar ing; dan 

b. n a s k a h as l i yang d isampaikan langsung dengan memperhat ikan 

protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana d imaksud dalam B A B 11 

h u r u f E ; 

2. K P U Kabupaten me laksanakan seleksi tertul is dengan memanfaatkan 

teknologi informasi yang d i l aksanakan menggunakan Media Daring; 

3. Apabi la K P U Kabupaten tidak dapat menyelenggarakan seleksi tertulis 

mela lui Media Dar ing ka rena keterbatasan s a r a n a dan praseirana, 

seleksi tertul is dapat d i l aksanakan secara m a n u a l dengan 

memperhat ikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

4. K P U Kabupaten me laksanakan seleksi wawanca ra dengan 

memperhat ikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

5. K P U Kabupaten menetapkan calon anggota PPS has i l seleksi dengan 

Keputusan K P U Kabupaten; 

6. K P U Kabupaten mengumumkan calon anggota PPS h a s i l seleksi di: 

a. l aman K P U Kabupaten; 

b. media sosial K P U Kabupaten; 

c. papan pengumuman di kantor K P U Kabupaten; 

dan/atau 

d. tempat yang m u d a h di jangkau a tau diakses publ ik; 
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7. K P U Kabupaten dapat menyerahkan sa l inan n a s k a h elektronik 

Keputusan K P U Kabupaten mela lui Media Dar ing kepada anggota PPS 

mela lui PPK; dan 

8. K P U Kabupaten me laksanakan pe lant ikan anggota PPS dengan 

memperhat ikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana d imaksud dalam 

B A B 11 h u r u f D. 

B . PELANTIKAN ANGGOTA PPS 

1. K P U Kabupaten me laksanakan pe lant ikan anggota PPS dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. pe lant ikan d i l aksanakan secara bergelombang dengan membatasi 

j u m l a h peserta yang di lantik; 

b. pembatasan j u m l a h peserta d i l akukan dengan mempert imbangkan 

m a s a kerj a anggota PPS sebagaimana diatur da lam Keputusan K P U 

Kabupaten yang mengatur mengenai tahapan, program dan j adwa l 

penyelenggaraan Pemil ihan, dan kes iapan personi l K P U Kabupaten 

yang me l akukan pelant ikan serta anggota PPS yang di lantik; dan 

c. anggota K P U Kabupaten diber ikan kewenangan u n t u k melantik 

anggota PPS di masing-masing kecamatan yang berbeda dengan 

memperhat ikan prokotol kesehatan pencegahan dan pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

2. Da lam h a l kondis i geografis dan s i tuas i daerah setempat t idak 

memungk inkan bagi K P U Kabupaten u n t u k me laksanakan pelantikan, 

K P U Kabupaten dapat menyelenggarakan pe lant ikan PPS mela lui Media 

Daring. 

3. Da lam h a l kondis i s a rana dan p rasa rana daerah setempat t idak 

memungk inkan bagi K P U Kabupaten u n t u k me laksanakan pelant ikan, 

sebagaimana d imaksud pada angka 1 dan 2, K P U Kabupaten dapat 

me l impahkan wewenang pe laksanaan pe lant ikan anggota PPS kepada 

ke tua PPK. 

4. Da lam ha l K P U Kabupaten t idak dapat me l aksanakan pelant ikan 

anggota PPS , sebagaimana d imaksud pada angka 2 dan 3, K P U 

Kabupaten menyampa ikan sa l inan keputusan pengangkatan anggota 

PPS kepada masing-masing anggota PPS mela lu i PPK dengan 

mekanisme: 

a. menyampa ikan n a s k a h as l i kepada PPS mela lu i PPK dengan 
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menerapkan prokotol kesehatan pencegahan dan pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

b. menyampaikam sa l inan n a s k a h elektronik mela lu i Media Daring. 

5. B imbingan teknis bagi anggota PPK dan PPS dapat d i l akukan di masing-

masing kecamatan dengan memperhat ikan prokotol kesehatan 

pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

6. Da lam h a l kondis i geografis dan s i tuas i daerah setempat t idak 

memungk inkan bagi K P U Kabupaten u n t u k me laksanakan bimbingan 

teknis secara langsung, K P U Kabupaten dapat: 

a. me l impahkan wewenang pe laksanaan bimbingan teknis kepada 

ke tua PPK; a t au 

b. me laksanakan bimbingan teknis mela lui Media Dar ing. 

7. Pel impahan wewenang sebagaimana d imaksud pada angka 3 dan 6 

ditetapkan dengan Keputusan K P U Kabupaten. 

8. K P U Kabupaten menyampaikan sa l inan kepu tusan pengangkatan 

anggota PPS kepada masing-masing anggota PPS yang bersangkutan 

mela lui PPK dalam bentuk: 

a. n a s k a h as l i yang d isampaikan dengan menerapkan protokol 

kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19); a t au 

b. sa l inan n a s k a h elektronik yang d isampaikan mela lu i Media Daring. 

9. Anggota PPS yang telah mener ima sa l inan Keputusan , sebagaimana 

d imaksud pada angka 8 menandatangani pak ta integritas dan 

menyampaikan kepada K P U Kabupaten mela lu i PPK dalam bentuk: 

a. sa l inan n a s k a h elektronik yang d isampaikan mela lu i Media Daring; 

a tau 

b. n a s k a h as l i yang d isampaikan secara langsung dengan menerapkan 

protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19). 

C. PENGAKT IFAN K E M B A L I ANGGOTA PPK DAN PPS 

1. K P U Kabupaten mengakti fkan kembal i anggota PPK dan anggota PPS 

yang m a s a ker janya d i tunda akibat penundaan tahapan Pemil ihan 

serentak. 

2. K P U Kabupaten menetapkan Keputusan K P U Kabupaten mengenai 

pengaktifan kembal i anggota PPK dan PPS ser ta sekretariat PPK dan 
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sekretariat PPS dengan berpedoman pada Peraturan K P U yang mengatur 

mengenai tahapan, program, dan j adwa l penyelenggaraan Pemil ihan. 

3. Da lam ha l pada saat pengaktifan anggota PPK dan PPS terdapat anggota 

PPK dan PPS yang t idak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan 

PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, K P U 

Kabupaten me l akukan penggantian antar w a k t u anggota PPK dan PPS . 

4. Penggantian antar w a k t u anggota PPK dan PPS berpedoman pada 

Keputusan K P U Kabupaten yang mengatur mengenai pembentukan PPK 

dan PPS da lam penyelenggaraan Pemil ihan. 

D. P E M B E N T U K A N PPDP 

Da lam pe laksanaan Pemi l ihan Serentak Lan ju tan , PPS membentuk PPDP 

dengan mekanisme sebagai ber ikut: 

1. Calon PPDP menyampa ikan dokumen persyaratan PPDP dalam bentuk: 

a. sa l inan n a s k a h elektronik mela lui Media Dar ing; dan 

b. n a s k a h as l i ; 

2. Penyampaian dokumen persyaratan calon PPDP da lam bentuk n a s k a h 

asl i d i l akukan dengan memperhat ikan protokol kesehatan pencegahan 

dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana 

d imaksud pada B A B 11 h u r u f E ; 

3. PPS melaporkan u s u l a n dan has i l veri f ikasi ke lengkapan administras i 

calon PPDP, ser ta calon PPDP terpil ih kepada K P U Kabupaten melalui 

Media Daring; 

4. K P U Kabupaten menetapkan PPDP terpilih dengan Keputusan K P U 

Kabupaten; 

5. K P U Kabupaten mengumumkan PPDP terpi l ih di: 

a. l aman K P U Kabupaten; 

b. media sosial K P U Kabupaten; 

c. papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten; 

d. kantor kecamatan; 

e. kantor ke lurahan/desa ; dan 

f. tempat yang m u d a h di jangkau a tau diakses publ ik; dan 

6. K P U Kabupaten mela lu i PPS menyerahkan sa l inan n a s k a h elektronik 

Keputusan K P U Kabupaten kepada PPDP mela lui Media Daring. 

7. Syarat u s i a u n t u k menjadi PPDP pada Pemi l ihan Serentak Lan ju tan 

paling rendah 20 (dua puluh) t ahun dan pal ing tinggi 50 ( l ima puluh) 

t ahun . 
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8. PPDP sebagaimana d imaksud pada angka 7 t idak memi l ik i penyakit 

penyerta (komorbiditas). 

E . P E M B E N T U K A N K P P S 

Da lam pe laksanaan Pemi l ihan Serentak Lan ju tan , PPS membentuk KPPS 

dengan mekanisme sebagai berikut: 

1. calon anggota K P P S menyampaikan dokumen persyaratan dalam 

bentuk: 

a. sa l inan n a s k a h elektronik melalui Media Dar ing; dan 

b. n a s k a h as l i ; 

2. penyampaian dokumen persyaratan calon anggota K P P S dalam bentuk 

n a s k a h as l i d i l akukan dengan memperhat ikan protokol kesehatan 

pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

sebagaimana d imaksud pada B A B I I h u r u f E ; 

3. PPS mela lu i PPK melaporkan has i l veri f ikasi kelengkapan administras i 

calon anggota K P P S dan calon anggota K P P S terpi l ih kepada K P U 

Kabupaten mela lu i Media Daring; 

4. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas n a m a Ke tua K P U 

Kabupaten; 

5. K P U Kabupaten mengumumkan anggota K P P S terpi l ih di : 

a. l aman K P U Kabupaten; 

b. media sosial K P U Kabupaten; 

c. papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten; 

d. kantor kecamatan; 

e. kantor ke lurahan/desa ; dan 

f. tempat yang m u d a h di jangkau a tau diakses publ ik ; 

6. PPS dapat menyerahkan sa l inan n a s k a h elektronik keputusan 

pengangkatan K P P S kepada anggota K P P S mela lu i Media Daring; 

7. Syarat u s i a u n t u k menjadi anggota K P P S pada Pemi l ihan Serentak 

Lan ju tan pal ing rendah 20 (dua puluh) t ahun dan paling tinggi 50 ( l ima 

puluh) t ahun ; 

8. Anggota K P P S sebagaimana d imaksud pada angka 7 t idak memil ik i 

penyakit penyerta (komorbiditas). 
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B A B IV 

P E M U T A K H I R A N DATA DAN PENYUSUNAN D A F T A R P E M I L I H 

PENYUSUNAN D A F T A R P E M I L I H 

1. Da lam pe laksanaan Pemil ihan Serentak Lan ju tan , Pemerintah 

menyampaikan data Pemil ih pemula tambahan u n t u k Pemil ih yang 

genap berumur 17 ( tujuh belas) t ahun a tau lebih sesuai dengan 

perubahan ha r i Pemungutan Sua ra , secara ter inci u n t u k setiap 

desa/ke lurahan a tau sebutan la in kepada K P U . 

2. K P U kabupaten mener ima data Pemil ih pemula tambahan dar i kepada 

K P U mela lu i K P U Provinsi . 

3. K P U Kabupaten menyusun daftar Pemil ih berdasarkan data has i l 

s inkron isas i dar i K P U , dan data Pemil ih pemula tambahan dengan 

menggunakan formulir Model A-KWK. 

4. Penyusunan daftar Pemil ih d i l akukan dengan membagi Pemil ih u n t u k 

setiap T P S pal ing banyak 500 ( l ima ratus) orang dengan memperhat ikan: 

a. t idak menggabungkan Pemil ih dar i ke lurahan/desa a tau n a m a la in 

yang berbeda, pada T P S yang sama; 

b. t idak memisahkan Pemil ih dalam sa tu ke luarga pada T P S yang 

berbeda; 

c. memudahkan Pemil ih; 

d. aspek geografis; dan/atau 

e. j a r a k dan w a k t u tempuh menuju T P S dengan memperhat ikan 

tenggang w a k t u pemungutan suara . 

5. K P U Kabupaten menyampaikan daftar Pemil ih kepada: 

a. PPDP mela lu i PPK dan PPS dalam bentuk hardcopy; dan 

b. PPK dan PPS dalam bentuk softcopy, dengan memperhat ikan 

protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus 

Disease 2019 fCOVlD-19) sebagaimana d imaksud pada B A B 11 h u r u f 

E . 

6. Da lam pe laksanaan Pemil ihan Serentak Lan ju tan , penyelenggaraaan 

bimbingan teknis Pemutakh i ran Data Pemil ih oleh PPS kepada PPDP 

d i l akukan mela lu i Media Daring. 
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7. Da lam h a l PPS t idak dapat menyelenggarakan bimbingan teknis mela lui 

Media Dar ing ka r ena keterbatasan sa rana dan prasarana , bimbingan 

teknis dapat d i l aksanakan melalui tatap m u k a secara langsung dengan 

menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana d imaksud pada B A B I I 

h u r u f F . 

B . PENCOCOKAN DAN P E N E L I T I A N 

1. PPDP ber jumlah 1 (satu) orang u n t u k setiap T P S . 

2. PPDP me l akukan Coklit dengan menemui Pemil ih secara langsung 

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana d imaksud dalam 

B A B 11 h u r u f C angka 1 sampai dengan angka 6, 8 dan 10. 

3. PPDP berkoordinasi dengan petugas r u k u n tetangga/rukun warga a tau 

sebutan la in sebelum dan setelah me l akukan Cokl i t dengan 

memperhat ikan kondis i penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) di w i layah setempat. 

4. PPDP dapat memutakh i rkan daftar Pemil ih berdasarkan perbaikan dar i 

r u k u n tetangga/rukun warga, dan tambahan Pemil ih berdasarkan 

m a s u k a n pada saat Coklit . 

5. Tambahan Pemil ih sebagaimana d imaksud pada angka 4 merupakan 

penambahan Pemil ih yang belum tercatat da lam formulir Model A -KWK 

dan mas ih memenuhi syarat sebagai Pemil ih. 

6. PPDP menyampa ikan kepada PPS dokumen h a s i l kegiatan Coklit , 

meliputi : 

a. formulir Model A -KWK yang telah d igunakan; 

b. formulir Model A.A-KWK; 

c. formulir Model A.A. 1 -KWK; dan 

d. formulir Model A.A.3-KWK, 

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana d imaksud pada B A B 

11 h u r u f E . 

7. PPS berkoordinasi dengan petugas yang me l akukan registrasi 

kependudukan ke lurahan/desa sebelum dan setelah PPDP me lakukan 

Coklit mela lui Media Dar ing a tau bertatap m u k a secara langsung dengan 

menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana d imaksud pada B A B I I hu ru f 

C. 
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PENYUSUNAN D A F T A R P E M I L I H H A S I L P E M U T A K H I R A N 

1. PPS me l akukan rekapi tu las i daftar Pemil ih has i l pemutakhi ran 

berdasarkan has i l Cokl i t oleh PPDP dalam rapat pleno te rbuka dengan 

menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana d imaksud pada B A B I I hu ru f 

F . 

2. Rapat pleno t e rbuka dihadir i oleh PPDP, Panwas lu Ke lurahan/Desa , dan 

perwaki lan Parta i Politik. 

3. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) terkait dengan pembatasan j u m l a h peserta 

dalam rapat pleno d i l akukan dengan memperhat ikan u n s u r peserta rapat 

pleno sebagaimana d imaksud pada angka 2. 

4. PPS menyampa ikan has i l rekapi tulas i daftar Pemil ih has i l Pemutakhiran 

sebagaimana d imaksud pada angka 1 kepada: 

a. PPK; 

b. K P U Kabupaten mela lui PPK; 

c. Panwas lu Ke lurahan/Desa ; dan 

d. perwaki lan Parta i Politik, 

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana d imaksud pada B A B 

I I h u r u f E . 

5. PPK me l akukan rekapi tu las i daftar Pemil ih has i l pemutakh i ran d i wi layah 

ker janya setelah mener ima daftar Pemil ih has i l pemutakh i ran dar i PPS, 

dalam rapat pleno te rbuka dengan menerapkan protokol kesehatan 

pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

sebagaimana d imaksud pada B A B 11 h u r u f F . 

6. Rapat pleno t e rbuka dihadir i oleh perwaki lan masing-masing dar i PPS, 

Panwas lu Kecamatan, dan perwaki lan Parta i Politik. 

7. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona 

V i rus Disease 2019 (COVID-19) terkait dengan pembatasan j u m l a h 

peserta da lam rapat pleno d i l akukan dengan memperhat ikan u n s u r 

perwaki lan sebagaimana d imaksud pada angka 2. 

8. PPK menyampa ikan has i l rekapi tulas i sebagaimana d imaksud pada angka 

1 kepada: 

a. K P U Kabupaten; 

b. Panwas lu Kecamatan; dan 

c. perwaki lan Parta i Politik, 

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian 
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Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana d imaksud pada B A B 

I I h u r u f E . 

D. DAFTAR P E M I L I H S E M E N T A R A 

1. K P U Kabupaten me lakukan rekapi tu las i daftar Pemil ih has i l 

pemutakhi ran dan menetapkan DPS dalam rapat pleno te rbuka dengan 

menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana d imaksud pada B A B I I hu ru f 

F . 

2. Rapat pleno t e rbuka sebagaimana d imaksud pada angka 1 dihadir i oleh 

perwaki lan masing-masing dar i PPK, B a w a s l u Kabupaten, perangkat 

daerah yang menyelenggarakan u r u s a n kependudukan dan catatan sipi l 

setempat, dan perwaki lan Partai Politik. 

3. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) terkait dengan pembatasan j u m l a h peserta 

dalam rapat pleno d i l akukan dengan memperhat ikan u n s u r perwaki lan 

sebagaimana d imaksud pada angka 2. 

4. K P U Kabupaten menyampaikan has i l rekapi tu las i daftar Pemil ih has i l 

pemutakh i ran dan penetapan DPS sebagaimana d imaksud pada angka 1 

kepada: 

a. B a w a s l u Kabupaten; 

b. perwaki lan Parta i Politik; dan 

c. perangkat daerah yang menyelenggarakan u r u s a n kependudukan dan 

catatan sipi l setempat, dengan menerapkan protokol kesehatan 

pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

sebagaimana d imaksud dalam B A B 11 h u r u f E . 

E . U J I P U B L I K D P S 

1. K P U Kabupaten dapat me lakukan u j i publ ik D P S dengan dibantu oleh PPK 

dan PPS ser ta mel ibatkan p ihak yang berkepentingan u n t u k 

mendapatkan m a s u k a n dan tanggapan yang dapat d i l akukan melalui 

Media Dar ing. 

2. Da lam ha l K P U Kabupaten t idak dapat menyelenggarakan u j i publ ik DPS 

melalui Media Dar ing ka r ena keterbatasan s a r a n a dan prasarana , u j i 

publ ik D P S dapat d i l aksanakan dengan tatap m u k a secara langsung 

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana d imaksud dalam B A B 
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I I h u r u f D. 

DAFTAR P E M I L I H S E M E N T A R A H A S I L P E R B A I K A N 

1. Pemil ih a tau anggota ke luarga a tau p ihak yang berkepentingan dapat 

mengajukan u s u l perbaikan data Pemil ih yang tercantum dalam DPS 

kepada PPS , dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan 

pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana 

d imaksud dalam B A B 11 h u r u f C. 

2. PPS me l akukan veri f ikasi terhadap u s u l a n perba ikan sebagaimana 

d imaksud pada angka 1 kepada Pemil ih dengan menerapkan protokol 

kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) sebagaimana d imaksud dalam B A B I I h u r u f C . 

3. PPS me l akukan rekapi tu las i D P S has i l perba ikan da lam rapat pleno 

terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan 

pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana 

d imaksud da lam B A B 11 h u r u f F . 

4. Rapat pleno t e rbuka sebagaimana d imaksud pada angka 1 dihadir i oleh 

PPDP, Panwas lu Ke lurahan/Desa , dan T i m Kampanye Pasangan Calon. 

5. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) terkait dengan pembatasan j u m l a h peserta 

dalam rapat pleno d i l akukan dengan memperhat ikan u n s u r perwaki lan 

sebagaimana d imaksud pada angka 2. 

6. PPS menyampa ikan has i l rekapi tulas i sebagaimana d imaksud pada angka 

I kepada P P K dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan 

pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana 

d imaksud da lam B A B I I h u r u f E . 

7. PPK me l akukan rekapi tu las i D P S has i l perba ikan setelah mener ima 

rekapi tu las i D P S has i l perbaikan dar i PPS , da lam rapat pleno terbuka 

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana d imaksud dalam B A B 

I I h u r u f F . 

8. Rapat pleno t e rbuka sebagaimana d imaksud pada angka 1 dihadir i oleh 

PPS, Panwas lu Kecamatan, dan T im Kampanye Pasangan Calon. 

9. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) terkait dengan pembatasan j u m l a h peserta 

dalam rapat pleno d i l akukan dengan memperhat ikan u n s u r perwaki lan 

sebagaimana d imaksud pada angka 2. 
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10. PPK menyampa ikan has i l rekapitulas i sebagaimana d imaksud pada angka 

1 kepada: 

a. K P U Kabupaten; 

b. Panwas lu Kecamatan; dan 

c. setiap T i m Kampanye Pasangan Calon, dengan menerapkan protokol 

kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) sebagaimana d imaksud dalam B A B 11 h u r u f E . 

G . DAFTAR P E M I L I H T E T A P 

1. K P U Kabupaten me l akukan rekapi tu las i D P S has i l perbaikan dan 

menetapkan D P T setelah mener ima DPS has i l perba ikan dar i PPK, dalam 

rapat pleno t e rbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan 

dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana 

d imaksud da lam B A B I I h u r u f F . 

2. Rapat pleno t e rbuka sebagaimana d imaksud pada angka 1 dihadir i oleh 

PPK, B a w a s l u Kabupaten, T im Kampanye Pasangan Calon, dan perangkat 

daerah yang menyelenggarakan u r u s a n kependudukan dan catatan sipi l 

setempat. 

3. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) terkait dengan pembatasan j u m l a h peserta 

dalam rapat pleno d i l akukan dengan memperhat ikan u n s u r perwaki lan 

sebagaimana d imaksud pada angka 2. 

4. K P U Kabupaten menyampaikan sa l inan rekapi tu las i D P T kepada: 

a. B a w a s l u Kabupaten 

b. setiap T i m Kampanye Pasangan Calon; dan 

c. perangkat daerah yang menyelenggarakan u r u s a n kependudukan dan 

catatan s ip i l setempat, dengan menerapkan protokol kesehatan 

pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

sebagaimana d imaksud dalam B A B I I h u r u f E . 

5. K P U Kabupaten menyampaikan sa l inan DPT kepada PPS mela lui PPK 

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana d imaksud dalam B A B 

I I h u r u f E . 
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H. DAFTAR P E M I L I H PINDAHAN 

1. Pelaporan p indah memi l ih ka r ena keadaan tertentu d i l akukan dengan 

cara Pemil ih mendatangi kantor PPS asa l a tau K P U Kabupaten tu juan 

dengan m e n u n j u k k a n identitas yang sah dan bukt i te lah terdaftar sebagai 

Pemil ih da lam D P T di T P S asa l , dengan menerapkan protokol kesehatan 

pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

sebagaimana d imaksud dalam B A B I I h u r u f C. 

2. PPS a tau K P U Kabupaten tu juan m e m a s u k k a n Pemil ih yang pindah 

memil ih sebagaimana d imaksud pada angka 1 ke da lam Daftar Pemil ih 

P indahan. 

3. PPS asa l mencoret Pemil ih yang telah me l akukan p indah memi l ih dar i DPT 

di T P S asa l . 
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B A B V 

PENCALONAN 

A. Veri f ikasi F a k t u a l 

1. Veri f ikasi faktual d i l akukan oleh PPS dengan ca ra mendatangi setiap tempat 

tinggal pendukung yang d i l aksanakan dengan menerapkan protokol 

kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19 sebagaimana d imaksud dalam B A B 11 h u r u f C angka 1 sampai dengan 

angka 8 dan angka 10. 

2. Veri f ikasi faktua l sebagaimana d imaksud pada angka 1 d i l akukan dengan 

mekanisme setiap tempat tinggal pendukung didatangi h a n y a oleh 1 (satu) 

orang PPS . 

3. PPS dapat mengangkat petugas peneliti u n t u k membantu pe laksanaan 

veri f ikasi faktual sebagaimana d imaksud pada angka 1. 

4. J u m l a h petugas peneliti sebagaimana d imaksud pada angka 3 d isesuaikan 

dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. 

5. Pengangkatan petugas peneliti sebagaimana d imaksud pada angka 3 

ditetapkan dengan Keputusan PPS. 

6. Pada saat membantu PPS dalam pe laksanaan ver i f ikasi faktual , petugas 

peneliti dilengkapi dengan surat tugas dar i PPS . 

7. PPS me lakukan pengecekan s u h u tubuh dengan menggunakan alat yang 

tidak bersentuhan secara fisik dan memast ikan kondis i kesehatan petugas 

yang bersangkutan dalam m a s a tahapan veri f ikasi faktual . 

8. Apabi la pengecekan s u h u tubuh dengan menggunakan alat yang t idak 

bersentuhan secara fisik sebagaimana d imaksud pada angka 7 belum dapat 

d i l akukan , PPS melaporkan pada K P U Kabupaten u n t u k berkoordinasi 

dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) setempat u n t u k d i l akukan pengecekan s u h u tubuh dengan 

menggunakan alat yang t idak bersentuhan secara fisik. 

9. Apabi la berdasarkan h a s i l pengecekan sebagaimana d imaksud pada angka 7 

PPS memil ik i s u h u tubuh 37,3°C (tiga pu luh tu juh koma tiga derajat) celcius 

atau lebih, PPS yang bersangkutan t idak me l akukan veri f ikasi faktual dan 

meminta penggantian petugas u n t u k me lakukan ver i f ikasi faktual . 

10. PPS menjaga j a r a k dengan pendukung dan di larang me l akukan kontak fisik 

serta me l akukan jaba t tangan dengan pendukung. 

1 1 . Da lam h a l pendukung mengisi dan/atau membubuhkan tanda tangan/cap 

jempol da lam Lamp i ran Ber i ta Acara Model B A . 5 - K W K Perseorangan 

dan/atau menul is t idak mendukung pada kolom keterangan dalam formulir 
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Model B . 1.1-KWK Perseorangan, pendukung h a r u s menggunakan alat tul is 

sendiri . 

12. Apabi la pendukung t idak memi l ik i alat tu l is , dapat menggunakan alat tul is 

yang d is iapkan oleh PPS , dan petugas ha rus segera menster i lkan alat tul is 

setelah d igunakan oleh pendukung. 

13. Da lam h a l pendukung menyatakan t idak member ikan dukungannya , tetapi 

t idak bersedia mengisi Lamp i ran Ber i ta Acara Model BA .5 -KWK Perseorangan 

pada saat veri f ikasi faktua l oleh PPS, yang bersangkutan dapat menyatakan 

t idak member ikan dukungan dengan menggunakan teknologi informasi. 

14. Penggunaan teknologi informasi u n t u k pendukung yang t idak member ikan 

dukungannya sebagaimana d imaksud pada angka 13 d i l akukan dengan 

mekanisme: 

a. pendukung mengisi dan menandatangani Lamp i ran Ber i ta Acara Model 

BA .5 -KWK Perseorangan yang d iunduh mela lui l aman K P U Kabupaten; 

b. dalam ha l pendukung t idak dapat mengunduh Lamp i ran Ber i ta Acara 

Model BA .5 -KWK Perseorangan, pendukung dapat membuat format 

lampiran Ber i t a A c a r a Model BA .5 -KWK Perseorangan sendir i sepanjang 

subs tans inya s a m a dengan Lampi ran Be r i t a Aca ra Model BA .5 -KWK 

Perseorangan dan ditandatangani oleh pendukung; dan 

c. pendukung menyampa ikan Lampi ran Ber i t a Aca ra Model BA .5 -KWK 

Perseorangan yang telah ditandatangani dengan mengir imkan mela lui 

surat elektronik a tau Media Dar ing kepada PPS pal ing lambat sampai 

dengan m a s a ver i f ikasi faktual berakhir . 

15. Da lam h a l pendukung yang menyatakan t idak member ikan dukungannya 

melalui teknologi informasi tetapi t idak me l aksanakan mekanisme 

sebagaimana d imaksud pada angka 14, dukungan d inyatakan memenuhi 

syarat. 

16. Da lam memast ikan kes iapan pendukung u n t u k d i l akukan veri f ikasi faktual , 

PPS berkoordinasi dengan B a k a l Pasangan Calon perseorangan dan/atau t im 

Penghubung B a k a l Pasangan Calon u n t u k menentukan ke lurahan/desa yang 

terlebih dahu lu d i l aksanakan veri f ikasi faktual . 

17. B a k a l Pasangan Calon dan/atau t im Penghubung B a k a l Pasangan Calon 

h a r u s menyampaikan kepada pendukung u n t u k : 

a. membawa KTP-e l a t au Sura t Keterangan; 

b. menggunakan masker yang menutupi h idung dan mu lu t hingga dagu; dan 

c. menyediakan alat tu l is sendir i pada saat PPS datang ke tempat tinggal 

pendukung. 
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18. Da lam h a l pendukung t idak dapat ditemui a t au a lamat tempat tinggal 

pendukung t idak d i temukan, PPS berkoordinasi dengan B a k a l Pasangan 

Calon dan/atau t im Penghubung B a k a l Pasangan Calon u n t u k menghadirkan 

pendukung di w i layah desa/ke lurahan pada tempat yang telah di tentukan 

dengan mekanisme: 

a. mengatur w a k t u kehad i ran pendukung; 

b. membatasi j u m l a h pendukung yang d ikumpu lkan dalam 1 (satu) wak tu 

dengan mempert imbangkan kapasi tas ruangan yang memperhitungkan 

jaga j a r a k antar pendukung paling ku rang 1 (satu) meter antar 

pendukung; dan 

c. menghindari ter jadinya k e r u m u n a n pendukung. 

19. Veri f ikasi faktual dengan menghadirkan pendukung sebagaimana d imaksud 

pada angka 1 d i l akukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan 

dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana 

d imaksud dalam B A B 11 h u r u f C angka 1 sampai dengan angka 8 dan angka 

10. 

20. Da lam ha l B a k a l Pasangan Calon dan/atau t im Penghubung B a k a l Pasangan 

Calon t idak dapat menghadirkan se luruh pendukung sebagaimana d imaksud 

pada angka 1, PPS h a n y a me lakukan veri f ikasi faktua l terhadap pendukung 

yang hadir. 

2 1 . Da lam ha l pendukung t idak hadir , pendukung diberi kesempatan u n t u k 

datang langsung ke kantor PPS guna membukt ikan dukungannya paling 

lambat sebelum batas akh i r veri f ikasi faktual dengan menerapkan protokol 

kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19). 

22. PPS berkoordinasi dengan t im Penghubung B a k a l Pasangan Calon u n t u k 

memast ikan pendukung t idak ada yang memi l ik i s u h u tubuh 37,30 (tiga 

pu luh tu juh koma tiga derajat) celcius a tau lebih, dan meny iapkan pendukung 

un tuk : 

a. membawa KTP-e l a t au Sura t Keterangan; 

b. menggunakan masker yang menutupi h idung dan mu lu t hingga dagu; dan 

c. menyiapkan alat tu l is masing-masing. 

23. Da lam ha l pendukung: 

a. sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandir i dan/a tau positif terinfeksi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); a tau 

b. t idak berkenan u n t u k didatangi oleh PPS, 

B a k a l Pasangan Calon dan/atau t im Penghubung B a k a l Pasangan Calon 

memfasi l i tasi pendukung memanfaatkan teknologi informasi yang 
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d isesuaikan dengan aksesibi l i tas daerah dan kemampuan B a k a l Pasangan 

Calon dan/atau t im Penghubung B a k a l Pasangan Ca lon u n t u k d i l akukan 

verif ikasi faktual . 

24. Bagi pendukung yang sedang menjalani Rawat Inap, Iso las i Mandir i dan/atau 

positif terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana 

d imaksud pada angka 23 , B a k a l Pasangan Calon dan/a tau t im Penghubung 

B a k a l Pasangan Calon dapat menyerahkan sura t keterangan a tau dokumen 

la in yang membukt ikan bahwa yang bersangkutan sak i t dar i ins tans i 

berwenang berupa sura t keterangan dar i R u m a h Sak i t , sura t keterangan dar i 

dokter yang merawat, a t au surat pernyataan sedang da lam perawatan. 

25. Bagi pendukung yang t idak berkenan u n t u k didatangi oleh PPS sebagaimana 

d imaksud pada angka 23 h u r u f b, B a k a l Pasangan Calon dan/atau t im 

Penghubung B a k a l Pasangan Calon dapat menyerahkan sura t pernyataan 

yang ditandatangani oleh pendukung yang bersangkutan, yang menyatakan 

bahwa yang bersangkutan tidak bersedia ditemui oleh PPS . 

26. Pemanfaatan teknologi sebagaimana d imaksud pada angka 23 d i l akukan 

melalui Media Dar ing dan seket ika [real time) dengan menggunakan panggilan 

video [video call) yang memungk inkan PPS dan pendukung u n t u k saling 

bertatap m u k a , mel ihat kesesua ian foto da lam KTP-e l dengan wajah 

pendukung, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam veri f ikasi 

faktual secara lur ing [offline). 

27. Da lam h a l B a k a l Pasangan Calon perseorangan dan/a tau t im Penghubung 

B a k a l Pasangan Calon perseorangan t idak dapat memfasi l i tasi se luruh 

pendukung u n t u k menggunakan teknologi informasi, PPS h a n y a me lakukan 

veri f ikasi faktual terhadap pendukung yang dapat menggunakan teknologi 

informasi. 

28. Da lam h a l ketentuan sebagaimana d imaksud pada angka 26 t idak 

terpenuhi, dukungan pendukung d inyatakan t idak memenuhi syarat. 

29. Da lam h a l berdasarkan has i l veri f ikasi faktual mela lui Media Dar ing terhadap 

pendukung sebagaimana d imaksud pada angka 23 , dan terhadap pendukung 

yang sedang sak i t a t au berada di luar wi layah admin is t ras i d i l aksanakannya 

Pemil ihan, pendukung menyatakan t idak member ikan dukungannya , 

d i l akukan dengan mekanisme: 

a. pendukung mengisi dan menandatangani Lamp i ran Be r i t a Acara Model 

BA .5 -KWK Perseorangan yang d iunduh mela lui l aman K P U Kabupaten; 

b. dalam h a l pendukung t idak dapat mengunduh Lamp i ran Ber i ta Acara 

Model B A . 5 - K W K Perseorangan, pendukung dapat membuat format 

lampiran Ber i t a Aca ra Model BA .5 -KWK Perseorangan sendir i sepanjang 
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subs tans inya s a m a dengan Lampi ran Ber i ta Aca ra Model BA .5 -KWK 

Perseorangan dan ditandatangani oleh pendukung; dan 

c. pendukung menyampa ikan Lampi ran Ber i t a Aca ra Model BA .5 -KWK 

Perseorangan yang telah ditandatangani dengan mengir imkan mela lui 

surat elektronik a tau Media Dar ing kepada PPS pal ing lambat sampai 

dengan m a s a veri f ikasi faktual berakhir . 

30. Da lam h a l pendukung yang menyatakan t idak member ikan dukungannya 

melalui teknologi informasi tetapi t idak me laksanakan mekanisme 

sebagaimana d imaksud pada angka 29, dukungan d inyatakan memenuhi 

syarat. 

3 1 . Da lam h a l pendukung: 

a. t idak dapat ditemui pada saat didatangi sebagaimana d imaksud dalam 

angka 1; 

b. t idak dapat d ihad i rkan oleh B a k a l Pasangan Calon sebagaimana 

d imaksud dalam angka 18; dan 

c. t idak dapat datang ke kantor PPS sebgaimana d imaksud dalam angka 2 1 , 

sampai dengan akh i r m a s a veri f ikasi faktual , dukungan d inyatakan t idak 

memenuhi syarat . 

32. Da lam ha l terdapat pendukung yang t idak lagi member ikan dukungannya 

kepada B a k a l Pasangan Calon perseorangan has i l penggantian, penar ikan 

dukungan dapat d i l akukan dengan mekanisme: 

a. pendukung mengisi dan menandatangani sura t pernyataan penar ikan 

dukungan menggunakan formulir Model B .1 .2 -KWK Perseorangan yang 

d iunduh mela lu i l aman K P U Kabupaten; dan 

b. pendukung menyampaikan surat pernyataan penar ikan dukungan 

menggunakan formulir Model B . 1.2-KWK Perseorangan yang telah 

ditandatangani dengan datang langsung ke PPS dengan menerapkan 

protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) dan/a tau melalui surat elektronik a tau Media Dar ing 

PPS. 

B . P E N Y E R A H A N DUKUNGAN P E R B A I K A N 

1. K P U Kabupaten menyampa ikan tata ca ra penyerahan dukungan perbaikan 

kepada B a k a l Pasangan Calon perseorangan. 

2. Ta t a ca ra penyerahan dokumen dukungan perba ikan B a k a l Pasangan Calon 

perseorangan da lam Pemi l ihan Serentak Lan ju tan d i l akukan dengan 

menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana d imaksud da lam B A B I I h u r u f E . 
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3. K P U Kabupaten sesua i dengan t ingkatannya me l akukan pengecekan syarat 

j u m l a h dukungan perbaikan dan persebarannya dengan menerapkan 

protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) sebagaimana d imaksud dalam B A B I I h u r u f D. 

V E R I F I K A S I ADMIN ISTRAS I P E R B A I K A N DAN V E R I F I K A S I F A K T U A L P E R B A I K A N 

1. K P U Kabupaten me laksanakan veri f ikasi admin is t ras i perbaikan dan 

dukungan perba ikan ganda dengan menerapkan protokol kesehatan 

pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

sebagaimana d imaksud dalam B A B I I h u r u f D. 

2. Da lam Pemi l ihan B u p a t i dan Wak i l Bupat i , setelah me l akukan veri f ikasi 

administras i perba ikan sebagaimana d imaksud pada angka 1 K P U 

Kabupaten menyampa ikan dokumen dukungan perba ikan dan dugaan 

dukungan perba ikan ganda kepada PPS mela lui PPK u n t u k d i l akukan 

veri f ikasi faktual , dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan 

pengendalian Corona Virus Disease 2019 fCOWD-J 9/sebagaimana d imaksud 

dalam B A B I I h u r u f E . 

3. Ketentuan mengenai veri f ikasi faktual sebagaimana d imaksud dalam B A B V 

huru f A ber laku secara mutat is mutandis terhadap ketentuan veri f ikasi 

faktual perbaikan. 

C. R E K A P I T U L A S I DUKUNGAN H A S I L V E R I F I K A S I F A K T U A L DAN 

R E K A P I T U L A S I DUKUNGAN P E R B A I K A N H A S I L V E R I F I K A S I F A K T U A L 

P E R B A I K A N 

1. PPK dan K P U Kabupaten, me laksanakan rapat pleno t e rbuka rekapitulas i 

dukungan has i l ver i f ikasi faktual di w i layah ker janya dengan menerapkan 

protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) da lam rapat pleno sebagaimana d imaksud dalam B A B I I 

hu ru f F . 

2. Rapat pleno P P K sebagaimana d imaksud pada angka 1 dihadir i oleh: 

a. 1 (satu) orang t im Penghubung B a k a l Pasangan Calon; 

b. 2 (dua) orang perwaki lan Panwas lu Ke lu rahan/Desa a tau Panwas lu 

Kecamatan; dan 

c. PPS . 

3. Rapat pleno K P U Kabupaten sebagaimana d imaksud pada angka 1 

dihadir i oleh: 

a. B a k a l Pasangan Calon; 

b. 1 (satu) orang t im Penghubung B a k a l Pasangan Calon; 



- 38 -

c. 2 (dua) orang perwaki lan Panwas lu Kecamatan a tau B a w a s l u 

Kabupaten; dan 

d. PPK. 

4. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) d i l akukan pembatasan j u m l a h peserta 

dalam rapat pleno te rbuka dengan memperhat ikan u n s u r perwaki lan 

sebagaimana d imaksud pada angka 2 dan angka 3. 

5. Ketentuan rekapi tu las i dukungan has i l veri f ikasi faktual sebagaimana 

d imaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 4 ber laku secara mutat is 

mutandis terhadap rekapi tu las i dukungan has i l ver i f ikasi faktual 

perbaikan. 

6. PPK dan K P U Kabupaten, dapat memanfaatkan teknologi informasi 

dengan menyediakan s ia ran langsung kegiatan rapat pleno te rbuka 

rekapi tulas i dukungan has i l veri f ikasi faktua l dan h a s i l veri f ikasi faktual 

perbaikan u n t u k d i saks ikan oleh t im pendukung, pemantau Pemil ihan, 

media, dan masyaraka t dar i kediaman masing- masing. 

7. K P U Kabupaten dapat member ikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS 

terkait dengan tata ca ra pe laksanaan veri f ikasi faktual , ver i f ikasi faktual 

perbaikan, rekapi tu las i dukungan has i l veri f ikasi faktual , dan rekapitulas i 

dukungan has i l ver i f ikasi faktual perbaikan B a k a l Pasangan Calon 

perseorangan mela lui : 

a. tatap m u k a dengan membatasi peserta bimbingan teknis dan 

menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana d imaksud dalam 

B A B I I h u r u f F ; dan/atau 

b. Media Dar ing. 

D. PENDAFTARAN B A K A L PASANGAN CALON 

1. Ta t a ca ra penyerahan dokumen pendaftaran B a k a l Pasangan Calon 

dalam Pemi l ihan Serentak Lan ju tan d i l akukan dengan me laksanakan 

protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) u n t u k kegiatan penyampaian berkas sebagaimana 

d imaksud dalam B A B I I h u r u f E . 

2. Partai Politik a t au Gabungan Partai Politik yang a k a n mendaftarkan 

B a k a l Pasangan Calon dan B a k a l Pasangan Calon perseorangan yang 

a k a n mendaf tarkan dir i , h a r u s berkoordinasi terlebih dahu lu dengan K P U 

Kabupaten u n t u k menyampaikan rencana w a k t u mendaftarkan dir i . 
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3. K P U Kabupaten menyampaikan tata ca ra pendaftaran B a k a l Pasangan 

Calon sebagaimana d imaksud pada angka 1, dengan ketentuan hanya 

dihadir i oleh: 

a. ke tua dan sekretar is a tau sebutan la in Parta i Politik dan/atau 

Gabungan Parta i Politik pengusul dan B a k a l Pasangan Calon; 

dan/atau 

b. B a k a l Pasangan Calon perseorangan. 

4. K P U Kabupaten dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan 

meny iarkan secara langsung kegiatan pendaftaran B a k a l Pasangan Calon 

u n t u k d i saks ikan oleh t im pendukung, pemantau Pemi l ihan, media, dan 

masyarakat dar i ked iaman masing-masing. 

5. B a k a l Pasangan Calon me lakukan pemer iksaan Real Time Polymerase 

Chain Reaction (RT-PCR) sebelum m a s a pendaftaran dan has i lnya 

d inyatakan negatif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) . 

6. Has i l pemer iksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) 

sebagaimana d imaksud pada angka 5, ber laku pal ing ku rang sampai 

dengan j adwa l pemer iksaan kesehatan j a s m a n i , rohani , dan bebas 

penyalahgunaan narkot ika . 

7. B a k a l Pasangan Calon menyerahkan has i l pemer iksaan Real Time 

Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) pada saat pendaftaran. 

8. Da lam h a l B a k a l Pasangan Calon a tau sa lah sa tu B a k a l Pasangan Calon 

d inyatakan positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dar i has i l 

pemer iksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) , B a k a l 

Pasangan Calon a tau sa lah sa tu B a k a l Pasangan Calon d imaksud t idak 

d iperkenankan hadir pada saat pendaftaran. 

9. K P U Kabupaten menuangkan data ket idakhadiran B a k a l Pasangan Calon 

a tau sa lah sa tu B a k a l Pasangan Calon pada saat pendaftaran 

sebagaimana d imaksud pada angka 8, ka r ena d inya takan positif Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) , ke dalam berita acara . 

10. K P U Kabupaten memanfaatkan teknologi informasi u n t u k me lakukan 

penelit ian B a k a l Pasangan Calon a tau sa lah sa tu B a k a l Pasangan Calon 

yang t idak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana d imaksud 

pada angka 8. 

11 . K P U Kabupaten me lan jutkan tahapan pemer iksaan kesehatan j a sman i , 

rohani , dan bebas penyalahgunaan narko t ika bagi B a k a l Pasangan Calon 
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yang d inyatakan negatif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) . 

12. K P U Kabupaten menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi 

persyaratan calon, dan kesehatan j a s m a n i , rohani , dan bebas 

penyalahgunaan narko t ika sebagai Pasangan Calon peserta Pemil ihan 

pada tanggal 23 September 2020. 

13. K P U Kabupaten me l akukan pengundian nomor u r u t Pasangan Calon 

yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemi l ihan sebagaimana d imaksud 

pada angka 12. 

14. K P U Kabupaten menunda tahapan pemer iksaan kesehatan j a sman i , 

rohani , dan bebas penyalahgunaan narko t ika bagi B a k a l Pasangan Calon 

a tau sa lah sa tu B a k a l Pasangan Calon yang d inya takan positif Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) . 

15. B a k a l Pasangan Calon a tau sa lah sa tu B a k a l Pasangan Calon 

sebagaimana d imaksud pada angka 14, d i l akukan penanganan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19). 

16. Da lam ha l setelah d i l akukan penanganan sebagaimana d imaksud pada 

angka 15, B a k a l Pasangan Calon a tau sa lah sa tu B a k a l Pasangan Calon 

d inyatakan negatif a t au sembuh dar i Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) sesua i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) , K P U Kabupaten me lakukan 

penelit ian admin is t ras i kelengkapan dan keabsahan dokumen 

persyaratan calon, dan tahapan pemer iksaan kesehatan j a s m a n i , rohani , 

dan bebas penyalahgunaan narko t ika bagi B a k a l Pasangan Calon 

sebagaimana d imaksud pada angka 15. 

17. J a n g k a w a k t u penelit ian administras i B a k a l Pasangan Calon 

sebagaimana d imaksud pada angka 16, pal ing l a m a 20 (dua puluh) Har i 

sejak d i l akukan pemer iksaan kesehatan j a s m a n i , rohani , dan bebas 

penyalahgunaan narkot ika . 

18. Da lam ha l j a n g k a w a k t u penelitian sebagaimana d imaksud pada angka 

17, melewati j a d w a l penetapan dan pengundian nomor u r u t Pasangan 

Calon, ya i tu tanggal 23 September dan 24 September 2020, K P U 

Kabupaten menetapkan j adwa l penetapan Pasangan Calon peserta 

Pemil ihan yang telah d inyatakan negatif a tau sembuh dar i Corona Virus 
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Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana d imaksud pada angka 16, dengan 

Keputusan K P U Kabupaten. 

19. K P U Kabupaten menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi 

persyaratan calon dan kesehatan j a s m a n i , rohani , dan bebas 

penyalahgunaan narko t ika sebagai Pasangan Calon peserta Pemil ihan 

sesuai dengan j adwa l penetapan Pasangan Calon sebagaimana d imaksud 

pada angka 18. 

20. Pengundian nomor u r u t Pasangan Calon peserta Pemi l ihan sebagaimana 

d imaksud pada angka 19, d i l akukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. apabi la terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang telah d inyatakan 

negatif a t au sembuh dar i Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan 

ditetapkan sebagai Pasangan Calon sebagaimana d imaksud pada 

angka 19, nomor u r u t Pasangan Calon yang bersangkutan mengikuti 

nomor u r u t ber ikutnya setelah nomor u r u t Pasangan Calon yang 

sudah ditetapkan pada tanggal 24 September 2020 ; a t au 

b. apabi la terdapat lebih dar i 1 (satu) Pasangan Calon yang telah 

d inyatakan negatif a t au sembuh dar i Corona V i r u s Disease 2019 

(COVID-19) dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon sebagaimana 

d imaksud pada angka 19, d i l akukan pengundian nomor u r u t di 

an ta ra Pasangan Calon yang bersangkutan dengan mengikut i nomor 

u r u t ber ikutnya setelah nomor u r u t Pasangan Calon yang sudah 

ditetapkan pada tanggal 24 September 2020. 

E . P E N E L I T I A N P E R S Y A R A T A N CALON 

1. K P U Kabupaten me l akukan penelit ian persyaratan admin is t ras i terhadap 

kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon dengan 

me laksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana d imaksud dalam B A B I I 

h u r u f C dan D. 

2. Da lam h a l d iper lukan koordinasi dan/atau k lar i f ikas i dengan lembaga 

la in dalam me l akukan penelit ian dokumen persyaratan calon K P U 

Kabupaten me l akukan klar i f ikas i dan koordinasi dengan menerapkan 

protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) sebagaimana d imaksud dalam B A B I I h u r u f C dan/atau 

dengan memanfaatkan Media Daring. 

3. K P U Kabupaten menyampa ikan has i l penelit ian persyaratan calon 
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kepada B a k a l Pasangan Calon dan Partai Politik a t au Gabungan Partai 

Politik da lam rapat pleno te rbuka dengan menerapkan protokol 

kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) sebagaimana d imaksud dalam B A B I I h u r u f F dan/atau 

dengan memanfaatkan Media Daring. 

F . PENYERAHAN P E R B A I K A N PERSYARATAN CALON DAN P E N E L I T I A N 

P E R B A I K A N P E R S Y A R A T A N CALON 

1. Da lam ha l berdasarkan has i l penelit ian persyaratan calon sebagaimana 

d imaksud dalam angka 3, dokumen persyaratan calon d inyatakan belum 

lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau t idak memenuhi syarat, B a k a l 

Pasangan Calon dan Parta i Politik a tau Gabungan Parta i Politik 

menyerahkan perbaikan dokumen persyaratan calon pada m a s a 

perbaikan, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan 

pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana 

d imaksud da lam B A B I I h u r u f E . 

2. Ketentuan mengenai penyerahan dokumen pendaftaran B a k a l Pasangan 

Calon sebagaimana d imaksud dalam B A B V h u r u f E ber laku secara 

mutat is mutand is terhadap penyerahan perba ikan dokumen persyaratan 

calon. 

3. Ketentuan mengenai penelit ian persyaratan calon sebagaimana d imaksud 

dalam B A B V h u r u f F ber laku secara mutat is mutand is terhadap 

penelitian perba ikan persyaratan calon. 

G. PENETAPAN PASANGAN CALON DAN PENGUNDIAN NOMOR U R U T 

1. K P U Kabupaten me laksanakan rapat pleno penetapan Pasangan Calon 

dengan me l aksanakan protokol kesehatan pencegahan dan 

pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana 

d imaksud da lam B A B I I h u r u f F . 

2. K P U Kabupaten me laksanakan rapat pleno t e rbuka u n t u k pengundian 

nomor u r u t Pasangan Calon dalam Pemil ihan Serentak Lan ju tan dengan 

ketentuan sebagai ber ikut: 

a. h a n y a dihadir i oleh: 

1. Pasangan Calon; 

2. 2 (dua) orang perwaki lan B a w a s l u Kabupaten; 

3. 1 (satu) orang Penghubung Pasangan Calon; dan 

4. 5 (lima) orang anggota K P U Kabupaten; dan 
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b. peserta yang hadir dalam pengundian nomor u r u t Pasangan Calon 

sebagaimana d imaksud dalam h u r u f a wajib menerapkan protokol 

kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona V i r u s Disease 2019 

(COVID-19) sebagaimana d imaksud dalam B A B I I h u r u f D dan F . 

3 . K P U Kabupaten dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan 

menyediakan s i a ran langsung kegiatan pengumuman has i l penetapan 

Pasangan Calon dan pengundian nomor u r u t Pasangan Calon u n t u k 

d i saks ikan oleh t im pendukung, pemantau Pemi l ihan, media massa , dan 

masyarakat dar i ked iaman masing-masing. 
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B A B V I 

KAMPANYE 

1. Kampanye Pemi l ihan Serentak Lan jutan, dapat d i l aksanakan dengan metode: 

a. pertemuan terbatas; 

b. pertemuan tatap m u k a dan dialog; 

c. debat publ ik a t au debat te rbuka antar-Pasangan Calon; 

d. penyebaran bahan Kampanye kepada u m u m ; 

e. pemasangan Alat Peraga Kampanye; 

f. penayangan I k l a n Kampanye di media m a s s a cetak, media m a s s a 

elektronik. Media Sos ia l , dan/atau Media Dar ing; dan/atau 

g. kegiatan la in yang t idak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

2. Partai Politik a t au Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, T i m Kampanye, 

dan/atau p ihak la in mengutamakan metode Kampanye pertemuan terbatas 

dan pertemuan tatap m u k a dan dialog sebagaimana d imaksud dalam angka 

1 hu ru f a dan b d i l akukan mela lui Media Sosia l dan Media Daring. 

3. Da lam ha l pertemuan terbatas dan pertemuan tatap m u k a dan dialog 

sebagaimana d imaksud pada angka 2 t idak dapat d i l akukan mela lui Media 

Sosial dan Media Dar ing , pertemuan terbatas dan pertemuan tatap m u k a dan 

dialog d i l akukan dengan ketentuan sebagai ber ikut: 

a. d i l aksanakan dalam ruangan a tau gedung; 

b. membatasi j u m l a h peserta yang hadir secara kese lu ruhan pal ing banyak 

50 ( l ima puluh) orang dan memperhitungkan j aga j a r a k paling kurang 1 

(satu) meter antarpeserta Kampanye sebagaimana d imaksud dalam B A B I I 

h u r u f D dan F , ser ta dapat d i ikut i peserta Kampanye mela lu i Media Sosial 

dan Media Dar ing; 

c. wajib menggunakan alat pel indung dir i paling k u r a n g berupa masker yang 

menutupi h idung dan mulu t hingga dagu; 

d. menyediakan s a r a n a sani tas i yang memadai pada tempat 

d i l aksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasi l i tas cuc i tangan 

dengan air mengalir dan sabun, dan/atau ca i ran antiseptik berbasis 

alkohol (handsanitizer) ; dan 

e. wajib mematuh i ketentuan mengenai s tatus penanganan Corona V i rus 

Disease 2019 (COVID 19) pada daerah Pemi l ihan Serentak Lan jutan 

setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/a tau Gugus Tugas 
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Percepatan Penanganan Corona V i rus Disease 2019 (C0V ID19 ) . 

4. Debat publ ik a t au debat te rbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana 

d imaksud dalam angka 1 h u r u f c diselenggarakan oleh K P U Kabupaten 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. diselenggarakan di da lam studio Lembaga Peny iaran Publ ik a tau 

Lembaga Peny iaran Swasta , a tau di tempat l a innya yang d is iarkan 

secara langsung; 

b. h a n y a dihadir i oleh : 

1. Pasangan Calon; 

2. 2 (dua) orang perwaki lan B a w a s l u Kabupaten; 

3. 4 (empat) orang T i m Kampanye Pasangan Calon; dan 

4. 5 (lima) orang anggota K P U Kabupaten, 

dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan 

pengendalian Corona V i r u s Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana 

d imaksud da lam B A B I I h u r u f D dan F ; 

c. wajib mematuh i ketentuan mengenai s tatus penanganan Corona V i rus 

Disease 2019 (COVID-19) pada daerah Pemi l ihan Serentak Lan jutan 

setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus 

Tugas Percepatan Penanganan Corona V i rus Disease 2019 (COVID-19); 

d. s i a ran debat publ ik a tau debat t e rbuka antar-Pasangan Calon dapat 

d i l akukan secara tunda oleh Lembaga Peny iaran Publ ik a tau Lembaga 

Penyiaran Swas ta , apabi la s iaran langsung sebagaimana d imaksud 

dalam h u r u f a t idak dapat d i l akukan ; dan 

e. materi debat publ ik a tau debat t e rbuka dalam Pemi l ihan Serentak 

Lan ju tan da lam kondis i Corona V i rus Disease 2019 (COVID-19) berupa 

v is i dan m is i Pasangan Calon dalam rangka: 

1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ; 

2. memajukan daerah; 

3. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ; 

4. menyelesa ikan persoalan daerah; 

5. menyeras ikan pe laksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota 

dan provinsi dengan nasional ; 

6. memperkokoh Negara Kesa tuan Republ ik Indonesia dan 

kebangsaan; dan 

f. selain mater i debat publ ik a tau debat t e rbuka sebagaimana d imaksud 

dalam h u r u f e, j u g a memuat materi kebi jakan dan strategi penanganan, 

pencegahan dan pengendalian Corona V i r u s Disease 2019 (COVID-19). 
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5. Penyebaran B a h a n Kampanye kepada u m u m sebagaimana d imaksud dalam 

angka 1 h u r u f d dapat d isebarkan pada setiap metode Kampanye oleh Partai 

Politik a tau Gabungan Partai Politik, Pasangan Ca lon dan/atau T i m 

Kampanye. 

6. Penyebaran B a h a n Kampanye kepada u m u m sebagaimana d imaksud pada 

angka 5, d i l akukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan 

dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan ketentuan 

sebagai ber ikut: 

a. sebelum dibagikan, B a h a n Kampanye yang a k a n dibagikan h a r u s dalam 

keadaan bers ih, d ibungkus dengan bahan yang t ahan terhadap zat cair, 

dan telah dister i l isasi ; 

b. petugas yang membagikan B a h a n Kampanye mengggunakan masker 

yang menutup i h idung dan mulu t hingga dagu dan sarung tangan; dan 

c. pembagian B a h a n Kampanye t idak men imbulkan k e r u m u n a n . 

7. Selain B a h a n Kampanye yang telah d i tentukan da lam Keputusan Komis i 

Pemil ihan U m u m Kabupaten Purworejo Nomor 64/PL.02 .4-

Kpt/3306/Kab/VI I I/2020 tentang Pedoman Tekn i s Pe laksanaan Kampanye 

Pemil ihan Bupa t i dan Wak i l Bupa t i Purworejo T a h u n 2020 , Parta i Politik 

a tau Gabungan Par ta i Politik, Pasangan Calon dan/a tau T i m Kampanye 

dapat membuat dan mencetak B a h a n Kampanye berupa alat pel indung diri 

yang terdiri a tas : 

a. masker ; 

b. sarung tangan; 

c. pel indung wajah (face shield); dan/atau 

d. ca i ran antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer). 

8. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana d imaksud dalam angka 1 

hu ru f e d i l aksanakan dengan ketentuan sebagai ber ikut : 

a. K P U Kabupaten memfasi l i tasi : 

1) pencetakan baliho, umbul -umbul , a tau spanduk; dan/atau 

2) pemasangan billboard atau penayangan videotron; 

b. fasi l i tasi sebagaimana d imaksud dalam h u r u f a mel iputi : 

1) baliho pal ing besar u k u r a n 4 m (empat meter) x 7 m (tujuh meter) 

pal ing banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon u n t u k setiap 

kabupaten; 

2) bil lboard a tau videotron paling besar u k u r a n 4 m (empat meter) x 8 

m (delapan meter), pal ing banyak 5 (lima) b u a h setiap Pasangan 
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Calon u n t u k setiap kabupaten; 

3) umbu l -umbu l paling besar u k u r a n 5 m ( l ima meter) x 1,15 m (satu 

koma l ima belas meter), paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap 

Pasangan Calon u n t u k setiap kecamatan; dan/a tau 

4) spanduk pal ing besar u k u r a n 1,5 m (satu koma l ima meter) x 7 m 

(tujuh meter), paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon 

u n t u k setiap desa a tau sebutan l a in/ke lurahan ; dan 

c. j u m l a h Alat Peraga Kampanye yang dicetak, dipasang dan/atau 

ditayangkan oleh Pasangan Calon paling banyak 2 0 0 % (dua ra tus 

person) dar i j u m l a h sebagaimana d imaksud dalam h u r u f b. 

9. Penayangan I k l a n Kampanye sebagaimana d imaksud pada angka 1 h u r u f f 

d i l aksanakan se lama 14 (empat belas) ha r i sebelum d imula inya m a s a 

tenang. 

10. Kegiatan la in yang t idak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan sebagaimana d imaksud dalam angka 1 

h u r u f g d i l aksanakan dalam bentuk Kampanye mela lu i Media Sosia l dan 

Media Dar ing. 

11 . Pe laksanaan metode Kampanye sebagaimana d imaksud dalam angka 1 

berpedoman pada ketentuan Peraturan K P U yang mengatur mengenai 

Kampanye Pemi l ihan, kecua l i d i tentukan la in da lam Peraturan Komis i in i . 
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B A B V I I 

DANA KAMPANYE 

1. Penyampaian laporan D a n a Kampanye Pemi l ihan Serentak Lan jutan 

d i l akukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Pasangan Calon menyampaikan LADK, L P S D K , dan L P P D K kepada K P U 

Kabupaten u n t u k Pemi l ihan Bupat i dan Wak i l B u p a t i melalui ap l ikas i 

D a n a Kampanye; 

b. K P U Kabupaten membuat tanda ter ima LADK , L P S D K , dan L P P D K u n t u k 

d isampaikan kepada Pasangan Calon mela lui ap l ikas i D a n a Kampanye; 

0. K P U Kabupaten menyampaikan laporan D a n a Kampanye Pasangan Calon 

kepada KAP yang d i tunjuk melalui ap l ikas i D a n a Kampanye ; 

d. KAP menyampa ikan has i l audit laporan D a n a Kampanye kepada K P U 

Kabupaten u n t u k Pemi l ihan Bupa t i dan Wak i l B u p a t i dengan ketentuan 

sebagai ber ikut: 

e. secara langsung oleh KAP a tau mela lui j a s a pengir iman u n t u k has i l audit 

dalam bentuk n a s k a h as l i ; dan 

f. mela lui sura t elektronik u n t u k has i l audit da lam bentuk n a s k a h as l i 

elektronik; 

g. K P U Kabupaten menyampaikan has i l audit laporan D a n a Kampanye 

dalam bentuk n a s k a h as l i kepada Pasangan Calon mela lui j a s a 

pengiriman a tau petugas sekretariat K P U Kabupaten dengan menerapkan 

protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona V i rus Disease 

2019 (COVID-19) sebagaimana d imaksud dalam B A B I I h u r u f E ; 

h. K P U Kabupaten member ikan tanda ter ima penyampaian has i l audit 

sebagaimana d imaksud dalam h u r u f e kepada Pasangan Calon dan 

meminta Pasangan Calon u n t u k menandatangani tanda ter ima tersebut 

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian 

Corona V i r u s Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana d imaksud dalam 

B A B I I h u r u f C dan E ; 

1. K P U Kabupaten mengumumkan has i l audit laporan D a n a Kampanye 

pada: 

j . l aman K P U Kabupaten; 

k. ap l ikas i D a n a Kampanye; dan/atau 

1. papan pengumuman; dan 

m. K P U Kabupaten menyampaikan 1 (satu) rangkap has i l audit laporan D a n a 

Kampanye Pasangan Calon dalam bentuk sa l inan n a s k a h elektronik 

kepada K P U mela lu i sura t elektronik. 
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2. Da lam ha l terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Peserta 

Pemil ihan sebagaimana d imaksud dalam B A B V h u r u f D angka 18 dan 19, 

Pasangan Calon wajib: 

a. membuka rekening k h u s u s D a n a Kampanye pada bank u m u m paling 

lambat 1 (satu) Har i setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh K P U 

Kabupaten; 

b. menyampaikan L A D K pal ing lambat 3 (tiga) Har i sejak ditetapkan sebagai 

Pasangan Calon oleh K P U Kabupaten; dan 

c. menyampaikan L P S D K dan L P P D K sesuai dengan j adwa l dalam Peraturan 

K P U yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwa l 

penyelenggaraan Pemil ihan. 

3. Da lam h a l penetapan Pasangan Calon sebagaimana d imaksud pada angka 2 

melewati j adwa l penyampaian L P S D K sebagaimana diatur da lam peraturan 

K P U yang mengatur mengenai tahapan, program, dan j adwa l 

penyelenggaraan Pemi l ihan, Pasangan Calon wajib menyampa ikan L P S D K 

setelah menyampa ikan L A D K sebagaimana d imaksud pada angka 2 h u r u f b 

dan sebelum j adwa l tahapan penyampaian LPPDK. 

4. Periode pembukuan Laporan D a n a Kampanye u n t u k Pasangan Calon 

sebagaimana d imaksud pada angka 2 sebagai ber ikut: 

a. periode pembukuan L A D K dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan 

Calon oleh K P U Kabupaten sampai dengan 1 (satu) ha r i sebelum 

penyampaian L A D K ; 

b. periode pembukuan L P S D K dimulai 1 (satu) ha r i setelah penutupan 

pembukuan L A D K sampai dengan 1 (satu) ha r i sebelum penyampaian 

L P S D K ; dan 

e. periode pembukuan L P P D K dimula i sejak ditetapkan sebagai Pasangan 

Calon oleh K P U Kabupaten sampai dengan berakh i rnya m a s a Kampanye. 

5. K P U Kabupaten menetapkan j adwa l penyampaian L A D K sebagaimana 

d imaksud pada angka 2 dan L P S D K sebagaimana d imaksud pada angka 3 

dengan Keputusan K P U Kabupaten pada saat penetapan Pasangan Calon 

sebagaimana d imaksud pada angka 2. 

5. K P U Kabupaten me l aksanakan sosial isasi Keputusan K P U Kabupaten yang 

mengatur mengenai D a n a Kampanye Pemil ihan kepada a k u n t a n publ ik yang 

telah ditetapkan u n t u k me lakukan audit laporan D a n a Kampanye mela lui 

Media Daring. 
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7. Akun tan publ ik yang ditetapkan u n t u k me l akukan audit laporan D a n a 

Kampanye wajib mengikut i sosial isasi sebagaimana d imaksud pada angka 2. 

8. K P U Kabupaten member ikan akses informasi laporan D a n a Kampanye 

kepada B a w a s l u Kabupaten. 

9. Informasi data laporan D a n a Kampanye Pasangan Calon dapat diakses oleh 

lembaga negara yang menyelenggarakan u r u s a n pemerintahan di bidang 

pencegahan dan pemberantasan t indak p idana pencuc ian uang. 

10. Permohonan akses informasi data laporan D a n a Kampanye sebagaimana 

d imaksud pada angka 4 d isampaikan secara tertul is kepada K P U Kabupaten 

u n t u k Pemil ihan Bupa t i dan Wak i l Bupat i . 

11 . Permohonan akses informasi data laporan D a n a Kampanye sebagaimana 

d imaksud pada angka 5 d isampaikan secara tertul is kepada K P U Kabupaten 

u n t u k Pemi l ihan B u p a t i dan Wak i l Bupat i . 
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B A B V I I I 

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA 

A. PEMUNGUTAN SUARA 

1. Penyelenggaraan Pemungutan S u a r a dan Penghitungan S u a r a dalam 

Pemil ihan Serentak Lan ju tan d i l akukan dengan menerapkan protokol 

kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dengan ketentuan sebagai ber ikut: 

a. anggota K P P S dan petugas ketert iban T P S mengenakan alat pelindung 

dir i berupa masker yang menutupi h idung dan mu lu t hingga dagu, 

sarung tangan sekal i pakai , dan pel indung wajah [face shield); 

b. Pemil ih yang hadir di T P S mengenakan masker yang menutup i h idung 

dan mu lu t hingga dagu; 

c. K P P S menyediakan sarung tangan sekal i paka i u n t u k d igunakan oleh 

Pemil ih; 

d. S a k s i dan Pengawas T P S yang hadir di T P S mengenakan masker yang 

menutupi h idung dan mulu t hingga dagu, dan sarung tangan sekal i 

paka i ; 

e. menjaga j a r a k paling kurang 1 (satu) meter antar s emua p ihak yang 

terlibat da lam Pemungutan S u a r a dan Penghitungan S u a r a ; 

f. t idak m e l a k u k a n jaba t tangan dan kontak f is ik l a innya ; 

g. menyediakan s a r a n a sani tas i yang memadai pada tempat dan/atau 

perlengkapan yang d igunakan u n t u k kegiatan Pemungutan S u a r a 

dan Penghitungan S u a r a meliputi fasi l i tas cuc i tangan dengan air 

mengalir dan sabun , dan disinfektan; 

h. mengatur pembatasan j u m l a h Pemil ih yang memasuk i T P S dengan 

mempert imbangkan kapas i tas tempat dan ketentuan j a r a k antar-

Pemil ih; 

i . wajib menggunakan alat tu l is masing-masing; 

j . pe laksanaan rapid test dan/atau pemer iksaan kesehatan kepada 

anggota K P P S yang d i l akukan oleh perangkat daerah yang menangani 

menyelenggarakan u r u s a n di bidang kesehatan 1 (satu) ka l i se lama 

tahapan Pemi l ihan Serentak Lan ju tan ; dan 

k. me l akukan pengecekan kondis i s u h u tubuh anggota K P P S , petugas 

ketert iban T P S , Pemil ih, S a k s i , dan Pengawas T P S yang hadir di T P S 

sebelum memasuk i T P S dengan menggunakan alat yang t idak 
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bersentuhan secara fisik. 

2. Da lam h a l terdapat wi layah yang t idak memi l ik i fasil itas u n t u k 

me laksanakan pemer iksaan rapid test sebagaimana d imaksud pada 

angka 1 h u r u f j , dapat menggunakan sura t keterangan bebas gejala 

seperti in f luensa [influenza-like illness) yang d ike luarkan oleh dokter 

r u m a h saki t a t au otoritas kesehatan. 

3. Ke tua K P P S menyampa ikan sura t pember i tahuan w a k t u dan tempat 

pemungutan s u a r a kepada Pemil ih yang terdaftar da lam D P T di wi layah 

ker janya, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan 

pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana 

d imaksud dalam B A B I I h u r u f C. 

4. Ke tua K P P S d ibantu oleh anggota K P P S meny iapkan lokasi dan 

pembuatan T P S dengan memperhat ikan protokol kesehatan pencegahan 

dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan 

ketentuan sebagai ber ikut: 

a. lokasi T P S berada pada ruang t e rbuka dan/a tau tertutup ha rus 

dibuat agar m u d a h d i l akukan penyemprotan disinfektan secara 

berkala; 

b. u k u r a n T P S dibuat dengan mengatur j a r a k antarpetugas dan Pemil ih 

yang ada di da lam dan di luar T P S ; 

c. pengaturan j a r a k tempat duduk yang ada di da lam T P S u n t u k ke tua 

K P P S dan anggota K P P S , Pemil ih, S a k s i , Panwas lu Ke lurahan/Desa 

a tau Pengawas T P S dengan menerapkan j a ga j a r a k paling kurang 1 

(satu) meter; 

d. pengaturan j a r a k antar-Pemil ih pada saat pe laksanaan pemberian 

s u a r a di b i l ik s u a r a paling kurang 1 (satu) meter; 

e. perlengkapan Pemungutan S u a r a secara berka la h a r u s d i l akukan 

penyemprotan disinfektan; 

f. perlengkapan tambahan ya i tu tempat cuc i tangan dengan air mengalir 

dan sabun, serta alat penyemprotan disinfektan h a r u s tersedia di TPS ; 

dan 

g. penyediaan tempat pembuangan sampah. 

5. Pe laksanaan tugas anggota K P P S dan petugas ketert iban T P S d isesuaikan 

dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus 

Disease 2019 (COWD-19), meliputi : 

a. K P P S mengingatkan kepada se luruh Pemil ih dan se lu ruh p ihak 

terkait yang hadir di T P S agar t idak be rke rumun dan tetap 
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menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 {COVID-19); 

b. anggota K P P S mengatur j a r a k duduk Pemil ih dan memast ikan Pemil ih 

mencuc i tangan dengan air mengalir dan sabun pada saat m a s u k dan 

ke luar T P S ; 

c. anggota K P P S memberikan sarung tangan sekal i paka i kepada 

Pemil ih; 

d. anggota K P P S member ikan t inta menggunakan alat tetes dan tidak 

mence lupkan j a r i Pemil ih ke dalam t inta; 

e. anggota K P P S member ikan masker yang menutup i h idung dan mulu t 

hingga dagu kepada Pemil ih yang be lum mengenakan masker 

sebelum memasuk i T P S ; 

f. K P P S me l akukan pengecekan s u h u tubuh terhadap Pemil ih yang 

a k a n menggunakan h a k p i l ihnya dengan menggunakan alat yang 

t idak bersentuhan secara fisik; dan 

g. petugas ketert iban T P S me lakukan penyemprotan disinfektan se luruh 

perlengkapan Pemungutan S u a r a di T P S . 

6. KPPS me laksanakan rapat Pemungutan S u a r a pada ha r i Pemungutan 

S u a r a dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan 

pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana 

d imaksud dalam B A B I I h u r u f D dan h u r u f F . 

7. J u m l a h Pemil ih di da lam lokasi T P S pada sa tu w a k t u diatur sesuai dengan 

kapas i tas T P S yang memperhitungkan j aga j a r a k pal ing kurang 1 (satu) 

meter, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan 

pengendalian Corona Vims Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana 

d imaksud dalam angka 1 dan 2. 

8. Sebelum Pemil ih memasuk i T P S , anggota K P P S wajib memer iksa s u h u 

tubuh dengan menggunakan alat yang t idak bersentuhan secara fisik. 

9. Da lam h a l terdapat Pemil ih yang memi l ik i s u h u tubuh 37,3° (tiga pu luh 

tu juh koma tiga derajat) celcius a tau lebih, d i l akukan dengan ketentuan 

sebagai ber ikut: 

a. Pemil ih yang bersangkutan d ia rahkan ke tempat yang disediakan di 

lua r T P S ; 

b. Pemil ih yang bersangkutan mengisi daftar hadir yang diber ikan oleh 

anggota K P P S ; 

c. Pemil ih mener ima Sura t S u a r a dan sarung tangan sa tu ka l i paka i dar i 

anggota K P P S ; 

d. Pemil ih member ikan h a k p i l ihnya dengan didampingi oleh orang la in 
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yang dipercaya Pemil ih a tau dibantu anggota K P P S dan mengisi 

formulir pernyataan pendamping Pemil ih; 

e. pemberian s u a r a sebagaimana d imaksud dalam h u r u f d d i l akukan di 

bi l ik s u a r a yang tetap menjamin pemberian s u a r a berlangsung sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan; dan 

f. setelah member ikan suara , Pemil ih d iber ikan tanda berupa t in ta di 

sa lah sa tu j a r i Pemil ih sebagai buk t i b a h w a Pemil ih yang 

bersangkutan telah member ikan h a k p i l ihnya, dengan menggunakan 

alat tetes dan t idak mencelupkan j a r i Pemil ih ke da lam t inta. 

10. Da lam ha l terdapat Pemil ih yang t idak menggunakan alat pel indung dir i 

paling k u r a n g berupa masker yang menutup i h idung dan mu lu t hingga 

dagu, petugas ketert iban T P S member ikan masker kepada Pemil ih yang 

bersangkutan sebelum m a s u k ke dalam T P S . 

11 . Da lam ha l terdapat S a k s i dan Pengawas T P S yang memi l ik i s u h u tubuh 

37,3° (tiga p u l u h tu juh koma tiga derajat) celc ius a tau lebih, S a k s i dan 

Pengawas T P S yang bersangkutan t idak dapat mengikut i pe laksanaan 

Pemungutan dan Penghitungan S u a r a dan diganti S a k s i dan Pengawas 

T P S la innya . 

12. Da lam h a l pada saat Pemungutan dan Penghitungan S u a r a terdapat 

Pemil ih, S a k s i a t au Pengawas T P S yang memi l ik i s u h u tubuh 37,3° (tiga 

pu luh tu juh koma tiga derajat) celcius a tau lebih, K P P S melaporkan 

kepada PPS u n t u k d i l akukan langkah lebih lanjut sesuai dengan 

ketentuan pera turan perundang-undangan. 

13. Anggota K P P S dan petugas ketertiban T P S menghimbau kepada Pemil ih 

u n t u k t idak berkerumun di l ingkungan T P S sebelum dan sesudah 

me lakukan pemberian sua ra . 

14. Pemil ih yang sedang menjalani Rawat Inap, Iso las i Mandir i dan/atau 

positif terinfeksi Corona V i r u s Disease 2019 (COVID-19) berdasarkan data 

yang diperoleh dar i perangkat daerah yang menyelenggarakan u r u s a n di 

bidang kesehatan a tau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona 

V i rus Disease 2019 (COVID-19) di wi layah setempat, dapat menggunakan 

hak p i l ihnya di T P S yang berdekatan dengan r u m a h saki t . 

15. Pemil ih yang menggunakan h a k p i l ihnya di T P S yang berdekatan dengan 

r u m a h sak i t sebagaimana d imaksud pada angka 14 diatur dengan 

ketentuan: 

16. K P U Kabupaten d ibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja s a m a dengan 

p ihak r u m a h sak i t dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona 

V i rus Disease 2019 (COVID-19) u n t u k me l akukan pendataan Pemil ih yang 
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a k a n menggunakan h a k pi l ih di r u m a h saki t pal ing lambat 1 (satu) ha r i 

sebelum h a r i Pemungutan Sua ra ; 

17. K P U Kabupaten menugaskan PPK a tau PPS u n t u k meny iapkan T P S yang 

a k a n melayani Pemil ih sebagaimana d imaksud dalam h u r u f a dengan 

mempert imbangkan j u m l a h Pemil ih yang a k a n menggunakan h a k pi l ih 

dan ketersediaan Sura t S u a r a ; dan 

18. K P U Kabupaten member ikan formulir Model A .5 -KWK kepada Pemil ih 

sebagaimana d imaksud dalam h u r u f a paling lambat 1 (satu) ha r i sebelum 

har i Pemungutan S u a r a . 

19. Bagi T P S yang d i tunjuk sebagaimana d imaksud pada angka 15 h u r u f b, 

ke tua K P P S menugaskan anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan 

dapat didampingi oleh Panwas lu Ke lu rahan/Desa a tau Pengawas T P S dan 

S a k s i dengan membawa perlengkapan Pemungutan S u a r a mendatangi 

tempat Pemil ih yang bersangkutan di r u m a h saki t , dengan ketentuan: 

20. pelayanan penggunaan h a k pi l ih bagi pasien d i l aksanakan mu la i p u k u l 

12.00 w a k t u setempat sampai dengan selesai; 

2 1 . petugas K P P S mencatat Pemil ih yang menggunakan h a k pi l ih dan 

mener ima Model A .5 -KWK dari Pemil ih; 

22. anggota K P P S yang membantu pasien menggunakan h a k p i l ihnya wajib 

merahas iakan p i l ihan Pemil ih yang bersangkutan; dan 

23. dalam h a l terdapat pasien ba ru yang be lum terdata sebagaimana 

d imaksud pada angka 15 h u r u f a, Pemil ih dapat menggunakan h a k 

p i l ihnya sepanjang Sura t S u a r a mas ih tersedia. 

24. Pe laksanaan pemberian s u a r a di T P S yang berdekatan dengan r u m a h 

saki t d i l akukan dengan: 

25. berkoordinasi dengan p ihak r u m a h saki t dan Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Corona V i r u s Disease 2019 (COVID-19) di w i layah setempat; 

26. KPPS yang bertugas mendatangi Pemil ih menggunakan alat pel indung dir i 

lengkap; dan 

27. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona 

V i rus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana d imaksud dalam B A B I I 

h u r u f B dan C. 

28. Bagi Pemil ih yang sedang menjalani Iso lasi Mandir i k a r e n a Corona V i rus 

Disease 2019 (COVID-19) dan d ipast ikan t idak dapat mendatangi T P S 

u n t u k member ikan h a k pi l ihnya, KPPS dapat melayani h a k p i l ihnya 

dengan c a r a mendatangi Pemil ih tersebut dengan persetujuan S a k s i dan 

Panwas lu Ke lu rahan/Desa a tau Pengawas T P S , dengan mengutamakan 

kerahas iaan Pemil ih. 
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29. Pelayanan h a k pi l ih sebagaimana d imaksud pada angka 18 d i l akukan 

oleh 2 (dua) orang anggota K P P S bersama dengan Panwas lu 

Ke lurahan/Desa a t au Pengawas T P S dan S a k s i . 

30. Da lam member ikan pelayanan kepada Pemil ih sebagaimana d imaksud 

pada angka 18 anggota K P P S tetap mengutamakan pelayanan Pemil ih di 

T P S . 

3 1 . Pelayanan penggunaan h a k pi l ih sebagaimana d imaksud pada angka 18 

d i l aksanakan mu la i p u k u l 12.00 wak tu setempat sampai dengan selesai. 

32. Pelayanan penggunaan h a k pi l ih sebagaimana d imaksud pada angka 18 

d i l akukan dengan ketentuan: 

33. K P U Kabupaten berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Corona V i rus Disease 2019 (COVID-19) d i w i layah setempat; 

34. K P U Kabupaten berdasarkan has i l koordinasi sebagaimana d imaksud 

dalam h u r u f a, menyampaikan data Pemil ih yang terkonfirmasi dan 

sedang menjalani k a r a n t i n a mandir i kepada K P P S mela lu i PPK dan PPS; 

35. K P P S yang bertugas mendatangi Pemil ih menggunakan alat pel indung dir i 

lengkap, dan dapat didampingi oleh Panwas lu Ke lu rahan/Desa a tau 

Pengawas T P S dan S a k s i ; dan 

36. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona 

V i rus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana d imaksud dalam B A B I I 

h u r u f C. 

B . P E M B E R I A N SUARA 

1. Pemberian s u a r a pada Pemil ihan Serentak Lan ju tan d i l akukan dengan 

menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19), dengan ketentuan sebagai ber ikut: 

a. Pemil ih menggunakan sarung tangan sekal i paka i u n t u k mencoblos 

dengan p a k u yang telah disediakan; dan 

b. anggota K P P S me lakukan ster i l isasi p a k u secara berka la dengan 

disinfektan. 

2. Pemil ih yang telah selesai memberikan s u a r a membuang sarung tangan 

sekal i paka i pada tempat pembuangan yang telah d isediakan di T P S . 

3. Pemil ih yang telah member ikan sua ranya sebagaimana d imaksud pada 

angka 1 mendatangi anggota K P P S yang bertempat di dekat p in tu ke luar 

T P S , u n t u k diber ikan tanda k h u s u s berupa t in ta yang diteteskan ke 

sa lah sa tu j a r i Pemil ih dan t idak mence lupkan j a r i Pemil ih ke dalam 

t inta, sebagai buk t i bahwa Pemil ih yang bersangkutan telah 
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member ikan h a k pi l ihnya. 

4. Pemil ih yang te lah selesai memberikan s u a r a sebagaimana d imaksud 

pada angka 1 segera meninggalkan area T P S dan t idak berkerumun di 

l ingkungan T P S . 

C. PENGHITUNGAN SUARA 

1. Ke tua K P P S memast ikan alat tul is yang d igunakan dalam pe laksanaan 

Penghitungan S u a r a telah d i l akukan penyemprotan disinfektan. 

2. Pe laksanaan rapat Penghitungan S u a r a d imula i setelah wak tu 

Pemungutan S u a r a selesai, dipimpin oleh K e t u a K P P S dengan 

menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. K P P S mengatur tempat rapat, papan a tau tempat u n t u k memasang 

formulir, dan kotak suara ; 

b. K P P S menyemprot perlengkapan Penghitungan S u a r a dengan 

disinfektan secara berkala; 

c. K P P S mengatur posisi tempat duduk anggota K P P S , S a k s i , Panwas lu 

Ke lu rahan/Desa a tau Pengawas T P S , Pemil ih, Pemantau Pemil ihan, 

dan masyaraka t dalam Penghitungan S u a r a dengan menjaga j a r a k 

paling k u r a n g 1 (satu) meter; dan 

d. pendokumentasian has i l Penghitungan S u a r a setelah rapat 

Penghitungan S u a r a berakhir dengan menjaga j a r a k pal ing ku rang 1 

(satu) meter. 

3. KPPS wajib menyampa ikan 1 (satu) rangkap sa l inan berita acara dan 

sertifikat has i l Penghitungan S u a r a kepada: 

a. PPS u n t u k d i u m u m k a n di desa/ke lurahan a tau sebutan la in ; 

b. S a k s i ; dan 

c. Panwas lu Ke lurahan/Desa a tau Pengawas T P S , 

Pada ha r i Pemungutan S u a r a dengan menerapkan protokol kesehatan 

pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

sebagaimana d imaksud dalam B A B I I h u r u f E a tau dapat menggunakan 

Media Dar ing. 

4. K P P S wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap sa l inan berita acara dan 

sertif ikat has i l Penghitungan S u a r a dan sa l inan Model A .Tb-KWK dalam 

sa tu sampul ker tas yang berisi label dan disegel kepada K P U Kabupaten 

melalui PPS dan PPK dengan menerapkan protokol kesehatan 
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pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

sebagaimana d imaksud dalam B A B I I h u r u f E a tau dapat menggunakan 

Media Daring. 

5. K P P S wajib menyemprot kotak s u a r a dengan dis infektan dan 

menyerahkan kotak s u a r a kepada PPK mela lu i PPS pada har i 

Pemungutan S u a r a dengan menggunakan sura t pengantar dengan 

menjaga j a r a k pal ing ku rang 1 (satu) meter. 
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B A B I X 

R E K A P I T U L A S I H A S I L PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN 

H A S I L PEMIL IHAN 

A. R E K A P I T U L A S I H A S I L PENGHITUNGAN SUARA 

1. Rekapi tu las i Has i l Penghitungan S u a r a Pemi l ihan Serentak Lan jutan 

secara berjenjang pada tingkat kecamatan dan kabupaten dalam 

Kondis i B e n c a n a Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

d i l akukan dengan menggunakan s istem rekapi tu las i has i l 

penghitungan s u a r a secara elektronik, dengan ketentuan sebagai 

ber ikut: 

a. K P U Kabupaten a tau PPK wajib menyampa ikan sura t undangan 

kepada peserta rapat Rekapi tu las i Has i l Penghitungan S u a r a a tau 

dapat d i sampa ikan mela lui Media Dar ing yang memuat : 

1) protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) Rekapi tu las i Has i l 

Penghitungan S u a r a ; 

2) masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan S a k s i 

pal ing banyak 2 (dua) orang; dan 

3) B a w a s l u Kabupaten a tau Panwas lu Kecamatan dapat 

menghadirkan wak i lnya paling banyak 2 (dua) orang; dan 

b. K P U Kabupaten, PPK, PPS, peserta rapat, Pemantau Pemil ihan, 

masyarakat , dan ins tans i terkait yang hadir da lam Rekapi tu las i 

Has i l Penghitungan S u a r a ha rus menerapkan protokol kesehatan 

pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) sebagaimana d imaksud dalam B A B I I h u r u f F . 

2. Da lam h a l terdapat daerah Pemil ihan yang t idak dapat menggunakan 

sistem Rekapi tu las i Has i l Penghitungan S u a r a secara elektronik 

sebagaimana d imaksud pada angka 1, Rekap i tu las i Has i l Penghitungan 

S u a r a Pemi l ihan secara berjenjang pada t ingkat kecamatan dan 

kabupaten d i l akukan dalam rapat pleno t e rbuka dengan berpedoman 

pada Kepu tusan K P U Kabupaten yang mengatur mengenai 

Rekapi tu las i Has i l Penghitungan S u a r a dan Penetapan Has i l Pemil ihan, 

dengan menerapkan prokotol kesehatan pencegahan dan 

pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana 

d imaksud da lam B A B I I h u r u f F . 
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3. K P U Kabupaten dan PPK menjdapkan ruang dan perlengkapan rapat 

pleno t e rbuka Rekapi tu las i Has i l Penghitungan S u a r a dengan 

menerapkan prokotol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana d imaksud dalam B A B I I 

h u r u f F . 

4. Formul i r Rekap i tu las i Has i l Penghitungan S u a r a ditandatangani oleh 

ke tua dan anggota K P U Kabupaten, PPK, dan S a k s i pada setiap 

t ingkatan yang hadir dengan menggunakan alat tu l i s masing-masing. 

5. Penyerahan sa l inan formulir kepada S a k s i , B a w a s l u Kabupaten, dan 

Panwas lu Kecamatan d i l akukan dengan berpedoman pada protokol 

kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) sebagaimana d imaksud dalam B A B I I h u r u f E a tau dapat 

menggunakan Media Daring. 

6. Penyerahan kotak s u a r a sesuai dengan t ingkatannya d i l aksanakan 

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana d imaksud dalam 

B A B I I h u r u f E dan menyemprot kotak s u a r a dengan disinfektan 

sebelum d iserahkan. 

7. K P U Kabupaten dan PPK dapat memanfaatkan teknologi informasi 

dengan menyediakan s ia ran langsung kegiatan Rekapi tu las i Has i l 

Penghitungan S u a r a u n t u k d i saks ikan oleh t im pendukung, pemantau 

Pemi l ihan, media massa , dan masyarakat dar i ked iaman masing-

masing. 

B . PENETAPAN H A S I L PEMIL IHAN 

1. Rapat pleno t e rbuka K P U Kabupaten tentang Penetapan Rekapi tu las i 

Has i l Penghitungan S u a r a dan Penetapan Pasangan Bupa t i dan Wak i l 

Bupa t i terpi l ih d i l akukan dengan menerapkan protokol kesehatan 

pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

sebagaimana d imaksud dalam B A B I I h u r u f F . 

2. Dokumen sa l inan has i l rapat pleno te rbuka Penetapan Has i l Pemil ihan 

ditandatangani oleh K P U Kabupaten dan S a k s i pada setiap t ingkatan 

yang hadir dengan menggunakan alat tu l is masing-masing. 

3. K P U Kabupaten dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan 

menyediakan s i a ran langsung kegiatan Penetapan Rekapi tu las i Has i l 



- 61 -

Penghitungan S u a r a dan Penetapan Pasangan Bupa t i dan Wak i l Bupa t i 

terpil ih u n t u k d i saks i kan oleh t im pendukung, pemantau Pemil ihan, 

media massa , dan masyaraka t dar i ked iaman masing-masing. 

4. K P U Kabupaten menyampaikan berita aca ra dan Keputusan tentang 

penetapan Pasangan Bupa t i dan Wak i l terpil ih kepada Dewan Perwaki lan 

Rakyat Daerah Kabupaten sesuai t ingkatannya, dengan menerapkan 

protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) sebagaimana d imaksud dalam B A B I I h u r u f E . 



- 6 2 -

B A B X 

SOS IAL ISAS I , PENDID IKAN P E M I L I H , DAN PART IS IPAS I MASYARAKAT 

1. Kegiatan sos ia l isas i , pendidikan Pemil ih, dan part is ipas i masyarakat dapat 

d i l aksanakan dengan metode sebagai berikut: 

a. metode langsung, mel iputi : 

1) forum warga; 

2) komun ikas i tatap m u k a ; 

3) r u m a h pintar pemi l ihan u m u m ; 

4) pembentukan komuni tas peduli pemi l ihan u m u m dan demokrasi ; 

dan/atau 

5) pembentukan agen-agen a tau re lawan demokrasi ; dan 

b. metode t idak langsung, meliputi : 

1) media m a s s a cetak, media elektronik, dan Media Dar ing; 

2) media lua r ruang ya i tu brosur, leaflet, pamflet, booklet, poster, stiker, 

spanduk, baliho, billboard, dan/atau videotron; 

3) l aman K P U Kabupaten; dan/atau 

4) media sosial resmi K P U Kabupaten. 

5) penyebaran bahan sosial isasi , pendidikan Pemil ih, dan part is ipasi 

masyaraka t berupa alat pelindung dir i , yang terdiri atas: 

(a) masker ; 

(b) sa rung tangan; 

(c) pel indung wajah (face shield); dan/atau 

(d) ca i ran antisept ik berbasis alkohol (handsanitizer). 

2. Kegiatan sosia l isasi , pendidikan Pemil ih, dan part is ipas i masyaraka t berupa 

forum warga dan komun ikas i tatap m u k a sebagaimana d imaksud dalam 

angka 1 h u r u f a angka (1) dan (2) d i l akukan dengan ketentuan: 

a. membatasi j u m l a h peserta yang hadir dengan memperhat ikan kapas i tas 

ruang pertemuan yang memperhitungkan j aga j a r a k pal ing kurang 1 

(satu) meter antar peserta pertemuan; 

b. pengaturan ruangan dan tempat duduk h a r u s menerapkan protokol 

kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 

(COWD-19); dan 

c. wajib mematuh i ketentuan mengenai s tatus penanganan Corona Vims 

Disease 2019 /COWD-i 9/yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Corona Vims Disease 2019 (COVID-19) di w i layah setempat. 

3. Kegiatan sosia l isasi , pendidikan Pemil ih, dan part is ipas i masyaraka t berupa 
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r u m a h pintar pemi l ihan u m u m sebagaimana d imaksud dalam angka 1 hu ru f 

a angka (3) d i l akukan dengan ketentuan: 

a. memperhat ikan kapas i tas ruangan r u m a h pintar pemi l ihan u m u m pada 

masing-masing dan K P U Kabupaten; 

b. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19); dan 

c. wajib mematuh i ketentuan mengenai s tatus penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di w i layah setempat. 

4. Kegiatan sosia l isasi , pendidikan Pemil ih, dan part is ipas i masyaraka t berupa 

pembentukan komuni tas peduli pemil ihan u m u m dan demokrasi dan 

pembentukan agen- agen a tau re lawan demokrasi sebagaimana d imaksud 

dalam angka 1 h u r u f a angka (4) dan (5) d i l akukan dengan ketentuan: 

a. mempert imbangkan status penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di w i layah setempat; dan 

b. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona 

Virus Disease 2019 (COWD-19). 

5. K P U Kabupaten mengoptimalkan pemanfaatan l aman dan media sosial resmi 

u n t u k me laksanakan kegiatan sosia l isasi , pendid ikan Pemil ih, dan 

part is ipasi masyaraka t sebagaimana d imaksud da lam angka 1 h u r u f b. 

6. Pendaftaran pemantau Pemil ihan, lembaga surve i a tau j a j ak pendapat, dan 

penghitungan cepat h a s i l Pemil ihan d i l akukan dengan metode: 

a. pendaftaran secara langsung; a tau 

b. pendaftaran mela lu i Media Daring. 

7. Pendaftaran secara langsung sebagaimana d imaksud pada angka 6 h u r u f a 

d i l akukan di kantor K P U Kabupaten dengan menerapkan protokol kesehatan 

pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

sebagaimana d imaksud dalam B A B I I h u r u f E . 

8. Pendaftaran mela lu i Media Dar ing sebagaimana d imaksud pada angka 6 

h u r u f b d i l akukan dengan mekanisme: 

a. calon pendaftar mengunduh formulir pendaftaran mela lui l aman K P U 

Kabupaten; dan 

b. calon pendaftar menyampa ikan dokumen pendaftaran secara fisik kepada 

K P U Kabupaten, u n t u k pemantau Pemil ihan da lam negeri, mela lui j a s a 

pengiriman a tau secara langsung dengan menerapkan protokol 

kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) sebagaimana d imaksud dalam B A B I I h u r u f E . 
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9. Da lam ha l terdapat perbaikan dokumen persyaratan, perbaikan d i l akukan 

dengan metode: 

a. secara langsung; a t au 

b. melalui Media Dar ing. 

10. Perbaikan secara langsung sebagaimana d imaksud pada angka 9 h u r u f a 

d i l akukan dengan menyerahkan perbaikan dokumen secara langsung ke 

kantor K P U Kabupaten u n t u k pemantau Pemi l ihan da lam negeri, dengan 

menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana d imaksud dalam B A B I I h u r u f E . 

11 . Perbaikan mela lu i Media Dar ing sebagaimana d imaksud pada angka 9 hu ru f 

b d i l akukan dengan mekanisme: 

a. mengirim perba ikan dokumen melalui surat elektronik a tau Media Daring; 

dan 

b. mengirim perbaikan dokumen melalui j a s a pengir iman, dengan 

menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana d imaksud dalam B A B I I 

hu ru f E . 

12. K P U Kabupaten mengumumkan dokumen persyaratan yang sudah 

d inyatakan lengkap dan sudah terakreditasi mela lui l a m a n K P U Kabupaten. 

13. K P U Kabupaten dapat me laksanakan kegiatan sosia l isasi , pendidikan 

Pemil ih, dan part is ipas i masyarakat , meliputi : 

a. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni , gelar budaya, dan/atau 

konser mus ik ; 

b. kegiatan olahraga berupa gerak j a l a n santa i , l a r i , dan/atau sepeda santai ; 

c. perlombaan; dan/a tau 

d. kegiatan sosial berupa bazar a tau donor darah. 

14. Kegiatan sosia l isasi , pendidikan Pemil ih, dan part is ipas i masyarakat 

sebagaimana d imaksud pada angka 13 d i l akukan dengan menerapkan 

protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona V i r u s Disease 

2019 (COVID-19), dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang 

menyelenggarakan u r u s a n di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) setempat. 
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B A B X I 

PENGAMANAN P E R L E N G K A P A N PEMIL IHAN 

K P U Kabupaten, PPK, PPS , K P P S , penyedia dan s e lu ruh p ihak yang terlibat 

dalam proses produks i , penyortiran, pelipatan Sura t S u a r a , pengesetan, 

pengepakan, pendistr ibusian, bongkar muat , pener imaan, dan penyimpanan 

perlengkapan Pemi l ihan, h a r u s menerapkan protokol kesehatan pencegahan 

dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana 

d imaksud dalam B A B 11 h u r u f C sampai dengan h u r u f F dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. se luruh personel yang terlibat menjaga j a r a k paling k u r a n g 1 (satu) meter 

antar p ihak, dan menggunakan alat pel indung dir i berupa masker yang 

menutupi h idung dan mu lu t hingga dagu dan sarung tangan sekal i pakai ; 

b. t idak me l akukan jaba t tangan dan kontak f isik l a innya ; 

c. menyediakan s a r a n a sani tas i berupa tempat cuc i tangan dengan air 

mengalir dan sabun ; dan 

d. members ihkan dan menyemprot area produksi dan tempat penyimpanan 

perlengkapan Pemi l ihan dengan menggunakan disinfektan secara 

berkala. 

K P U Kabupaten, PPK, PPS, KPPS , dan se luruh p ihak yang terlibat dalam 

pengamanan perlengkapan Pemil ihan me l akukan koordinasi dengan 

Kepolisian Negara Republ ik Indonesia dan pemerintah daerah setempat 

dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 {COVID-19). 
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B A B X I I 

LARANGAN DAN SANKS I 

1. Setiap Penyelenggara Pemil ihan, Pasangan Calon, Parta i Politik a tau 

Gabungan Par ta i Politik, Penghubung Pasangan Calon, T im Kampanye, 

dan/atau p ihak la in yang terlibat dalam Pemi l ihan Serentak Lan ju tan wajib 

me laksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona 

V i rus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana d imaksud dalam B A B I I hu ru f 

B sampai dengan h u r u f F paling kurang berupa penggunaan masker yang 

menutupi h idung dan mu lu t hingga dagu. 

2. Da lam ha l terdapat p ihak yang melanggar kewaj iban protokol kesehatan 

sebagaimana d imaksud pada angka 1, B a w a s l u Kabupaten, Panwas lu 

Kecamatan, a tau Panwas lu Ke lurahan/Desa member ikan peringatan secara 

tertulis pada saat ter jadinya pelanggaran kepada p ihak yang bersangkutan 

agar mematuhi ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian 

Corona V i rus Disease 2019 (COVID-19) . 

3. Da lam ha l p ihak yang bersangkutan telah diber ikan peringatan tertulis 

sebagaimana d imaksud pada angka 2 tetap t idak mematuh i protokol 

kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona V i r u s Disease 2019 (COVID-

19), B a w a s l u Kabupaten, Panwas lu Kecamatan, a tau Panwas lu 

Ke lurahan/Desa menyampa ikan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan 

dan pengendalian Corona V i rus Disease 2019 (COVID-19) kepada Kepolisian 

Negara Republ ik Indonesia di wi layah setempat u n t u k diber ikan sanks i sesuai 

dengan ketentuan pera turan perundang-undangan. 

4. Pasangan Calon, Parta i Politik a tau Gabungan Parta i Politik pengusul , T im 

Kampanye, dan/a tau p ihak la in di larang me l akukan ir ing-ir ingan dan 

menghadirkan m a s s a pendukung di dalam dan di lua r ruangan pe laksanaan 

pengundian nomor u r u t Pasangan Calon. 

5. Pasangan Calon, Parta i Politik a tau Gabungan Parta i Politik pengusul , T im 

Kampanye, dan/a tau p ihak la in yang melanggar ketentuan sebagaimana 

d imaksud pada angka 4, d ikenai s anks i berupa peringatan tertul is pada saat 

terjadinya pelanggaran oleh B a w a s l u Kabupaten. 

6. Da lam h a l Pasangan Calon, Partai Politik a tau Gabungan Partai Politik 

pengusul, T i m Kampanye , dan/atau p ihak la in telah diber ikan peringatan 

tertulis sebagaimana d imaksud pada angka 5 tetap me l akukan pelanggaran 

terhadap larangan sebagaimana d imaksud pada angka 4, B a w a s l u Kabupaten 

memberikan rekomendasi kepada K P U Kabupaten u n t u k mengenakan sanks i 

administras i . 
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7. K P U Kabupaten wajib me laksanakan rekomendasi B a w a s l u Kabupaten 

sebagaimana d imaksud pada angka 6 dengan mengenakan sanks i 

administras i sebagai ber ikut: 

a . apabi la terdapat 1 (satu) a tau beberapa Pasangan Calon yang me lakukan 

pelanggaran terhadap larangan sebagaimana d imaksud pada angka 4, 

m a k a pengundian nomor u r u t Pasangan Calon yang bersangkutan 

d i l akukan penundaan sampai dengan Pasangan Calon membuat dan 

menyampaikan sura t pernyataan yang menyatakan t idak a k a n 

me lakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana d imaksud pada 

angka 4 kepada K P U Kabupaten; a tau 

b. apabi la s e lu ruh Pasangan Calon me l akukan pelanggaran terhadap 

larangan sebagaimana d imaksud pada angka 4, m a k a pengundian nomor 

u r u t Pasangan Calon d i l akukan penundaan sampai dengan masing-

masing Pasangan Calon membuat dan menyampa ikan sura t pernyataan 

yang menyatakan t idak a k a n me lakukan pelanggaran terhadap larangan 

sebagaimana d imaksud pada angka 4 kepada K P U Kabupaten. 

8. Pengundian nomor u r u t Pasangan Calon yang d i tunda sebagaimana 

d imaksud pada angka 7 d i l akukan paling lambat 1 (satu) Har i setelah j adwa l 

pengundian nomor u r u t Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam 

peraturan K P U yang mengatur mengenai tahapan, program, dan j adwa l 

penyelenggaraan Pemil ihan. 

9. Pengundian nomor u r u t Pasangan Calon yang d i tunda sebagaimana 

d imaksud pada angka 7 h u r u f a d i l akukan dengan mengambil nomor u r u t 

yang belum diundi . 

10. Partai Politik a t au Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, T i m Kampanye, 

dan/atau p ihak la in di larang me laksanakan kegiatan la in sebagaimana 

d imaksud dalam B A B V I angka 1 h u r u f g dalam bentuk: 

a. rapat u m u m ; 

b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni , panen raya , dan/atau konser 

mus ik ; 

c. kegiatan olahraga berupa gerak j a l a n santa i , dan/a tau sepeda santai ; 

d. perlombaan; 

e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah ; dan/atau 

f. peringatan ha r i u l ang t a h u n Parta i Politik. 

1 1 . Partai Politik a t au Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, T i m Kampanye, 

dan/atau p ihak la in yang melanggar larangan sebagaimana d imaksud pada 

angka 10 dikenai sanks i : 
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a. peringatan tertul is oleh B a w a s l u Kabupaten pada saat terjadinya 

pelanggaran; dan/atau 

b. penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya 

pelanggaran oleh B a w a s l u Kabupaten apabi la t idak me laksanakan 

peringatan tertul is sebagaimana d imaksud da lam h u r u f a da lam wak tu 1 

(satu) j a m sejak diterbitkan peringatan tertul is. 

12. Pasangan Calon, Parta i Politik a tau Gabungan Parta i Politik pengusul, 

Penghubung Pasangan Calon, T im Kampanye, dan/atau p ihak la in yang 

melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona V i rus 

Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana d imaksud da lam B A B V I angka 2 

sampai dengan 7 dikenai sanks i : 

a. peringatan tertul is oleh B a w a s l u Kabupaten pada saat terjadinya 

pelanggaran; 

b. penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya 

pelanggaran oleh B a w a s l u Kabupaten apabi la t idak me laksanakan 

peringatan tertul is sebagaimana d imaksud da lam h u r u f a da lam w a k t u 1 

(satu) j a m sejak diterbitkan peringatan tertul is ; dan/a tau 

c. larangan m e l a k u k a n metode Kampanye yang dilanggar se lama 3 (tiga) ha r i 

berdasarkan rekomendasi B a w a s l u Kabupaten. 

13. Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau T im 

Kampanye di larang mengikutsertakan bal i ta, anak -anak , i bu hami l a tau 

menyusui , dan orang lanjut u s i a dalam kegiatan Kampanye yang d i l akukan 

melalui tatap m u k a secara langsung. 

14. Partai Politik a t au Gabungan Parta i Politik, Pasangan Calon, Petugas 

Kampanye dan/atau T i m Kampanye dapat mel ibatkan i bu hami l a tau 

menyusui , dan orang lanjut u s i a sebagaimana d imaksud pada angka 13 

hanya dalam kegiatan Kampanye melalui Media Sos ia l dan Media Dar ing 

sebagaimana d imaksud dalam B A B V I angka 10. 

15. Da lam h a l Par ta i Polit ik dan Gabungan Parta i Politik, Pasangan Calon 

dan/atau T i m Kampanye me lakukan pelanggaran atas ketentuan 

sebagaimana d imaksud pada angka 13, B a w a s l u Kabupaten mengenakan 

sanks i : 

a. peringatan tertul is pada saat terjadinya pelanggaran; dan/a tau 

b. peserta Kampanye yang sedang hami l a tau menyusu i dan orang lanjut 

us i a , serta peserta Kampanye yang membawa bal i ta dan anak-anak 

diper intahkan u n t u k t idak mengikuti kegiatan Kampanye mela lui tatap 

m u k a secara langsung. 

16. Partai Politik a t au Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Penghubung 
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Pasangan Calon, T i m Kampanye, dan/atau p ihak l a in wajib menindaklanjut i 

s anks i yang d ikenai oleh: 

a. K P U Kabupaten berdasarkan rekomendasi B a w a s l u Kabupaten; dan 

b. B a w a s l u Kabupaten, atas pelanggaran sebagaimana d imaksud dalam B A B 

X I I angka 1 sampai dengan angka 15. 
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B A B X I I I 

K E T E N T U A N LAIN-LAIN 

1. K P U Kabupaten member ikan pelayanan a tau konsu l tas i dalam proses 

Pemil ihan Serentak Lan ju tan kepada Pasangan Calon, T i m Kampanye a tau 

Penghubung Pasangan Calon melalui : 

a. tatap m u k a di kantor K P U Kabupaten dengan menerapkan protokol 

kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) sebagaimana d imaksud dalam B A B I I h u r u f C; 

b. telepon; 

c. surat elektronik; 

d. Media Daring; dan/atau 

e. media komun ikas i la innya . 

2. K P U Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS berkoordinasi dengan B a w a s l u 

Kabupaten, Panwas lu Kecamatan, Panwas lu Ke lurahan/Desa , dan Pengawas 

TPS sesuai dengan t ingkatannya dalam setiap tahapan penyelenggaraan 

Pemil ihan Serentak Lan ju tan . 

3 . K P U Kabupaten dapat bekerja s a m a dengan Pemerintah Kabupaten dalam 

penyediaan fasi l itas u n t u k penyelenggaraan Pemi l ihan Bupa t i dan Waki l 

Bupat i serentak lan ju tan dalam Kondis i B e n c a n a Nonalam Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dengan memperhat ikan protokol kesehatan 

pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COWD-19). 

4. K P U Kabupaten dan PPK dapat bekerja s ama dengan Kepol is ian Negara 

Republ ik Indonesia sesua i dengan t ingkatannya da lam penyelenggaraan 

Pemil ihan dalam Kondis i Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 

(COWD-19). 

5. Penyediaan fasi l i tas sebagaimana d imaksud pada angka 3 d i l aksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Da lam h a l terdapat anggota K P U Kabupaten, PPK, PPS , PPDP, dan K P P S yang 

sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandir i dan/a tau positif terinfeksi 

Corona Virus Disease 2019 (COWD-19), yang bersangkutan wajib mengikuti 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Anggota K P U Kabupaten yang sedang menjalani Rawat Inap, Iso lasi Mandir i 

dan/atau positif terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

sebagaimana d imaksud pada angka 6 t idak diperbolehkan me laksanakan 

tugasnya dan t idak dapat d i l akukan penggantian antar w a k t u , kecual i 

karena A lasan la in sesuai dengan ketentuan pera turan perundang-
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undangan. 

8. Anggota PPK a tau PPS yang sedang menjalani Rawat Inap, Iso lasi Mandiri 

dan/atau positif terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

sebagaimana d imaksud pada angka 6 t idak diperbolehkan me laksanakan 

tugasnya dan t idak dapat d i l akukan penggantian, kecua l i ka r ena a lasan la in 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

9. PPDP yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandir i dan/atau positif 

terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana d imaksud 

pada angka 6 t idak diperbolehkan me laksanakan tugasnya, dan K P U 

Kabupaten m e l a k u k a n penggantian PPDP yang bersangkutan berdasarkan 

u s u l a n PPS dengan berpedoman pada Keputusan K P U Kabupaten yang 

mengatur tentang ta ta ker ja PPK, PPS, dan K P P S dalam penyelenggaraan 

Pemil ihan. 

10. Anggota K P P S yang sedang menjalani Rawat Inap, Iso las i Mandir i dan/atau 

positif terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) t idak diperbolehkan 

me laksanakan tugasnya dan t idak dapat d i l akukan penggantian, kecual i 

karena a lasan la in sesua i ketentuan peraturan perundang-undangan. 

1 1 . Da lam ha l terdapat anggota K P P S yang sedang menja lani Rawat Inap, Isolasi 

Mandir i dan/a tau positi f terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

sebagaimana d imaksud pada angka 10 sehingga j u m l a h anggota KPPS 

kurang dar i 7 (tujuh) orang, Ke tua KPPS menetapkan pembagian tugas 

anggota KPPS . 

12. Da lam ha l terdapat Pasangan Calon, Penghubung Pasangan Calon, T im 

Kampanye, pendukung Pasangan Calon dan p ihak terkait l a innya yang 

sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandir i dan/a tau positif terinfeksi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), wajib mengikut i ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

13. Da lam ha l terdapat anggota K P U Kabupaten, P P K a tau PPS yang sedang 

menjalani Rawat Inap, Iso las i Mandir i dan/atau positif terinfeksi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengakibatkan t idak memenuhi 

kuorum, pe laksanaan tugas diambil a l ih oleh: 

a. PPK u n t u k PPS ; 

b. K P U Kabupaten u n t u k PPK; dan 

c. K P U Provinsi u n t u k K P U Kabupaten. 

14. Da lam ha l terdapat anggota PPK, PPS , K P P S , sekretariat PPK, sekretariat PPS, 

PPDP, dan petugas ketert iban T P S yang sak i t a tau meninggal dun ia ka rena 



- 72 -

me laksanakan tugas, diber ikan san tunan sesua i ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

15. K P U Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai 

dengan t ingkatannya u n t u k me lakukan pencairan dana h ibah Pemil ihan 

Serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

15. K P U Kabupaten m e l a k u k a n koordinasi dengan Pemer intah Daerah u n t u k 

menjamin ketersediaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan yang 

diatur oleh kementer ian yang menyelenggarakan u r u s a n di bidang 

pemerintahan dalam negeri. 

17. K P U Kabupaten me l akukan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesua i dengan 

t ingkatannya mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 (COWD-19). 

18. Koordinasi sebagaimana d imaksud pada angka 15, 16 dan 17 dapat 

d i l akukan dengan pertemuan terbatas mela lui penerapan protokol kesehatan 

pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) a tau 

Media Daring. 

19. Da lam ha l t idak tersedia tambahan anggaran pendapatan dan belanja daerah 

u n t u k pendanaan kegiatan Pemil ihan Serentak Lan ju tan , pendanaan 

kegiatan Pemi l ihan Serentak Lan ju tan dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Be lan ja Negara sesuai kemampuan keuangan negara. 

20. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona V i r u s Disease 2019 (COVID-

19) sebagaimana d imaksud dalam Keputusan in i merupakan Sa tuan Tugas 

Penanganan Corona V i r u s Disease 2019 (COVID-19) . 

2 1 . Ta t a ca ra pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan 

pendanaan kegiatan Pemi l ihan Serentak Lan ju tan sebagaimana d imaksud 

pada angka 19 d i l akukan sesua i dengan ketentuan pera turan perundang-

undangan. 
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B A B X I I I 

K E T E N T U A N P E N U T U P 

Pada saat Keputusan Komis i Pemil ihan U m u m Kabupaten in i mu la i ber laku: 

a. Keputusan Komis i Pemil ihan U m u m Kabupaten Purworejo Nomor 

53/PL .02 .2-Kpt/3306/Kab/VI I I/2020 tentang Penetapan J u m l a h K u r s i 

dan J u m l a h S u a r a S a h Pal ing Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dar i 

Partai Politik a t au Gabungan Parta i Politik da lam Pemi l ihan Bupa t i dan 

Wak i l Bupa t i Purworejo T a h u n 2020 ; 

b. Keputusan Komis i Pemil ihan U m u m Kabupaten Purworejo Nomor 

1063/PL .02 .2-Kpt/3306/Kab/XI I/2019 tentang Pedoman Tekn is 

Pencalonan Parta i Politik a tau Gabungan Parta i Polit ik da lam Pemil ihan 

Bupat i dan Wak i l Bupa t i Purworejo T a h u n 2020 sebagaimana telah 

beberapa ka l i d iubah, terakhir dengan Keputusan Komis i Pemil ihan U m u m 

Kabupaten Purworejo Nomor 56/PL .02 .2 -Kpt/3306/Kab/ IX/2020 ; 

c. Keputusan Komis i Pemil ihan U m u m Kabupaten Purworejo Nomor 

8/PL.02 .1-Kpt/3306/Kab/I I I/2020 tentang Pedoman Tekn is 

Pemutakh i ran Da ta dan Penjmsunan Daftar Pemil ih Da lam Pemil ihan 

Bupat i dan Wak i l Bupa t i Purworejo T a h u n 2020 ; 

d. Keputusan Komis i Pemi l ihan U m u m Kabupaten Purworejo Nomor 

47/PL .02 .4 -Kpt/3306/Kab/VI I I/2020 tentang Pedoman Tekn is 

Pe laksanaan Kampanye Pemil ihan Bupa t i dan Wak i l Bupa t i Purworejo 

T a h u n 2020 sebagaimana telah d iubah dengan Keputusan Komis i 

Pemi l ihan U m u m Kabupaten Purworejo Nomor 64/PL.02.4-

Kp t/3306/Kab/ IX/2020 ; 

e. Keputusan Komis i Pemil ihan U m u m Kabupaten Purworejo Nomor 

48/PL .02 .5 -Kpt/3306/Kab/VI I I/2020 tentang Pedoman Tekn is D a n a 

Kampanye Peserta Pemi l ihan Bupat i dan Wak i l Bupa t i Purworejo T a h u n 

2020 sebagaimana telah d iubah dengan Kepu tusan Komis i Pemil ihan 

U m u m Kabupaten Purworejo Nomor 65/PL .02 .5 -Kpt/3306/Kab/ IX/2020 ; 

f. Keputusan Komis i Pemi l ihan U m u m Kabupaten Purworejo Nomor 

49/PP.09-Kpt/3306/Kab/VI I I/2020 tentang Pedoman Tekn i s Norma, 

Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistr ibusian 

Perlengkapan Pemi l ihan Bupa t i dan Wak i l Bupa t i Purworejo T a h u n 2020; 

g. Keputusan Komis i Pemil ihan U m u m Kabupaten Purworejo Nomor 

50/PL .02 .6 -Kpt/3306/Kab/VI I I/2020 tentang Pedoman Tekn is 
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Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Purworejo Tahun 2020; 

h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 

51/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis 

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020; 

Dinyatakan masih tetap berlaku. 

Ditetapkan di Purworejo 

pada tanggal 24 September 2020 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN PURWOREJO, 

ttd 

DULROKHIM 

Salinan sesuai dengan aslinya 
^^EjECRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
i ^ ^ H^S^PATEN PURWOREJO 


